
SULTENG RAYA - 
Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Kabu-
paten Buol, Sulawesi 
Tengah memastikan 
pelajaran bahasa dae-
rah setempat segera 
dimasukkan dalam 
kurikulum pendidi-
kan pada tahun 2025.

Kepala Dinas Pen-
didikan dan Kebuda-
yaan Kabupaten Buol 

Usman Hasan di Leok II, Rabu, mengatakan 
pemerintah daerah berupaya agar bahasa daerah 
Buol tetap lestari dan masih dituturkan oleh pe-
muda di daerah itu.
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DKPP Gelar Sidang Etik 
Dugaan Pelanggaran 
Anggota KPU Poso

Pasar Modal Sulteng 
Masih Didominasi 

Investor Gen Z
dan Milenial

SIDANG dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) oleh DKPP RI di Kantor Bawaslu Sulteng, Kota Palu, Selasa (29/10/2024). FOTO: ANTARA

SULTENG RAYA - Dewan Kehorma-
tan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI 

menggelar sidang pemeriksaan dugaan 
pelanggaran Kode Etik Penyelenggara 

Pemilu (KEPP) untuk ketua dan anggota 
Komisi Pemilihan Umum Kabu-

paten Poso, Sulawesi Tengah.

Sidang berlangsung se-
lama delapan jam itu di-
pimpin anggota DKPP RI 
Ratna Dewi Pettalolo se-
bagai majelis pemeriksa 
dan dilaksanakan di Kantor 
Badan Pengawas Pemilihan 
Umum (Bawaslu) Sulteng di 
Kota Palu, Selasa.

Sidang itu juga dibuka 
untuk umum dan untuk 
memudahkan akses publik 

terhadap jalannya persidan-
gan, sidang disiarkan secara 
langsung melalui akun Face-
book resmi DKPP.

Perkara nomor 235-PKE-
DKPP/IX/2024 itu diadu-
kan oleh Rofiqoh Is Mach-
moed yang memberikan 
kuasa kepada Ishak P. Adam 
dkk.

SULTENG RAYA - PT Bursa Efek Indonesia 
(BEI) menyebutkan pasar modal di Sulawesi 
Tengah (Sulteng) masih didominasi investor usia 
18-25 tahun atau generasi gen Z dan milenial den-
gan presentasi 38 persen dari total Single Investor 
Identification (SID) di daerah itu. 

“Dilihat dari data investor pasar modal ber-
dasarkan usia, urutan pertama usia 18-25 tahun 
sebanyak 10.252 investor,” kata Kepala BEI Per-
wakilan Sulawesi Tengah Putri Irnawati di Palu, 
Rabu. 

Ia menjelaskan tingginya minat kalangan muda 
berinvestasi di bursa efek tidak terlepas dari sosi-
alisasi dilakukan pihaknya, kemudian pengaruh 
Galeri Investasi, lalu mo-
del investasi bursa 
efek tidak mem-
butuhkan modal 
besar. 

PUTRI IRNAWATIPUTRI IRNAWATI

Bahasa Buol Masuk 
Kurikulum Pendidikan 

Tahun 2025

Suhu Panas Landa RI, 
Ini Daftar 10 Daerah 
Paling 'Terpanggang'
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ILUSTRASI. BMKG memberi peringatan sejumlah dae-
rah terdampak suhu panas yang berpotensi 'memang-
gang' RI. FOTO: CNN INDONESIA/ ADI IBRAHIM

SULTENG RAYA - Badan Meteorologi, Klima-
tologi, dan Geofisika (BMKG) memberi peringatan 
sejumlah daerah terdampak suhu panas yang ber-
potensi 'memanggang' RI. Menurut BMKG, suhu 
di sejumlah daerah dapat mencapai 37 hingga 38,4 
derajat Celsius.

Berdasarkan analisa tim ahli meteorologi 
BMKG sampai Senin siang, tercatat suhu panas 
tertinggi melanda wilayah Larantuka, Flores Ti-
mur, Nusa Tenggara Timur yang mencapai 38,4 
derajat Celsius.

Pertamina Patra Niaga Resmikan
40 Titik BBM Satu Harga di Indonesia

PERESMIAN BBM satu harga di Tinangkung Selatan, Bangkep, Rabu (30/10/2024). FOTO: IST

SULTENG RAYA - PT 
Pertamina (Persero) melalui 
PT Pertamina Patra Niaga 
kembali menambah jumlah 
lembaga penyalur BBM Satu 
Harga dengan meresmikan 
40 lembaga penyalur BBM 
Satu Harga yang dioperasi-
kan tahun 2024.

Dimana sebaran tamba-
han titik BBM Satu Harga 
tersebar di Klaster Maluku 
– Papua (14 titik), Klaster Su-
lawesi – Nusa Tenggara (12 
titik), Klaster Kalimantan (7 
titik) dan Klaster Sumatera 
(7 titik).

PT Pertamina Patra Ni-
aga Regional Sulawesi ikut 
mendorong program Pe-
merintah yaitu menjalankan 
program BBM Satu Harga 
dengan menambah realisasi 
jumlah lembaga penyalur 
dengan jumlah total per Ok-
tober 2024 sebanyak 58 Sta-
siun Pengisian Bahan Bakar 
Umum Terluar, Terdepan 
dan Tertinggal (SPBU 3T) di 
wilayah Sulawesi. 

Peresmian dilakukan se-
cara serentak di 4 lokasi 
diantaranya Ternate untuk 
klaster Maluku Papua, Pa-

dang untuk klaster Sumate-
ra, Kubu Raya untuk klaster 
Kalimantan, dan Banggai 
Kepulauan untuk klaster 

Sulawesi & Nusa Tenggara.
Acara peresmian hari ini 

yang berlokasi di SPBU 
7694802 Tinangkung Sela-

tan, Kabupaten Banggai, 
Provinsi Sulawesi Tengah 
pada Rabu (30/10/2024), 
dihadiri oleh Stakeholders 

terkait yaitu Anggota Ko-
mite BPH Migas, Wahyudi 
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PT GNI Tawarkan Peluang 
Karier-Kolaborasi Global 
di Mandarin Job Fair 2024

SULTENG RAYA - PT 
Gunbuster Nickel Industry 
(GNI) berpartisipasi dalam 
Mandarin Job Fair 2024 di 
Jakarta, pada 25-26 Oktober 
2024. Acara ini merupakan 
ajang strategis bagi pe-
rusahaan-perusahaan yang 
memiliki fokus global, un-
tuk bertemu dengan kandi-
dat potensial yang memiliki 
keahlian khusus, terutama 
dalam bahasa Mandarin dan 

keterampilan lainnya.
Head of Corporate Com-

munication PT GNI Mel-
lysa Tanoyo menyampaikan 
hadirnya acara ini penting 
untuk memperluas peluang 
bagi pencari kerja dan pe-
rusahaan. Hal ini sejalan 
dengan misi PT GNI untuk 
terus meningkatkan kuali-
tas sumber daya manusia 

PT GNI Berpartisipasi dalam Mandarin Job Fair 2024 di Jakarta. FOTO: IST
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SULTENG RAYA – PT Bank 
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau 
BRI kembali mencatatkan kinerja 
positif di tengah dinamika ekonomi 
global dan kondisi ekonomi do-
mestik yang masih penuh dengan 
tantangan. 

Dengan fokus memperkuat funda-
mental kinerja, hingga akhir Triwu-
lan III 2024 BRI secara konsolidasian 
berhasil mencetak laba bersih sebesar 
Rp45,36 triliun. 

Demikian disampaikan Direktur 
Utama BRI, Sunarso pada press 
conference Kinerja Keuangan BRI 
Triwulan III 2024, di Jakarta, Rabu 
(30/10/2024).

Dalam paparannya, Sunarso 
menyampaikan bahwa ketangguhan 
dalam menghadapi berbagai tantan-
gan adalah hasil dari fundamental 
bisnis yang kuat. 

“Capaian tersebut tidak terlepas 
dari fokus BRI yang secara konsisten 
memperkuat fundamental kinerja, 
serta melakukan strategic response 
yang tepat dalam menghadapi 
berbagai dinamika pasar”, ungkap 
Sunarso.

Dari sisi intermediasi, hingga akhir 
September 2024 BRI berhasil men-
yalurkan kredit senilai Rp1.353,36 
triliun atau tumbuh 8,21 persen (%) 
secara year on year (yoy). Dari total 
penyaluran kredit tersebut, 81,70% 
diantaranya atau sekitar Rp 1.105,70 
triliun merupakan kredit kepada 
segmen UMKM. Penyaluran kredit 
yang tumbuh positif tersebut juga 
membuat aset BRI tercatat me-
ningkat 5,94% yoy menjadi sebesar 
Rp1.961,92 trilliun.

Dukungan BRI kepada segmen 
UMKM menjadi prioritas utama 
dalam memperkuat ekonomi ke-
rakyatan. 

“BRI hadir untuk memperkuat 
UMKM sebagai pilar penting dalam 
pertumbuhan ekonomi nasional. 
Melalui pemberdayaan UMKM, 
BRI mengambil peran dalam mem-
bangun ekonomi yang inklusif dan 
berkeadilan,” ujar Sunarso.

Dengan penyaluran kredit yang 
terus tumbuh, BRI juga mampu 
mengelola kualitas asetnya dengan 
baik. Hal ini ditunjukkan dari rasio 

Non Performing Loan (NPL) BRI 
yang membaik, dimana NPL pada 
triwulan III 2024 tercatat sebesar 
2,90% atau membaik dibandingkan 
dengan periode yang sama tahun 
sebelumnya yakni sebesar 3,07%. 

Disamping NPL, perseroan juga 
berhasil mencatat rasio Loan at Risk 
(LAR) yang lebih baik, dari semula 
13,80% pada akhir triwulan III 2023 
menjadi 11,66% pada akhir triwulan 
III 2024.

Penurunan rasio NPL dan LAR ini 
didukung oleh penerapan strategi 
pengelolaan manajemen risiko yang 
disiplin di seluruh lini bisnis. BRI se-
cara aktif memantau kualitas kredit 
dan mengadopsi Early Warning Sys-
tem untuk mendeteksi potensi masa-
lah kredit sedini mungkin. Selain itu, 
BRI juga memperkuat tim recovery 
untuk mengelola kredit bermasalah 
dengan lebih cepat dan efisien.

Di samping kualitas kredit yang 
semakin membaik, BRI juga tetap 
mempersiapkan pencadangan yang 
memadai dengan NPL Coverage 
sebesar 215,44%. 

“BRI telah mengimplementasikan 
berbagai langkah mitigasi risiko, mu-
lai dari selective growth, pemantau-
an kredit secara proaktif, penguatan 
pencadangan, hingga penyelesaian 
kredit bermasalah yang dilakukan 
dengan pendekatan kolaboratif 
bersama nasabah,” tambah Sunarso.

Sementara itu, dari sisi liabilities 
BRI berhasil menghimpun Dana Pi-
hak Ketiga (DPK) sebesar Rp1.362,42 
triliun atau tumbuh 5,59% yoy. Kom-
posisi dana murah (CASA) masih 
mendominasi DPK BRI dengan porsi 
mencapai 64,17% atau meningkat 
dibandingkan dengan CASA pada 
periode yang sama tahun lalu yakni 
sebesar 63,64%.

Salah satu faktor utama dalam 
peningkatan penghimpunan dana 
murah adalah transformasi digital 
yang dilakukan BRI. Melalui super 
apps BRImo, BRI telah menciptakan 
solusi perbankan yang terintegrasi 
dan mudah diakses oleh nasabah 
kapan saja dan di mana saja.

Inovasi ini terbukti mampu men-
dorong peningkatan jumlah nasabah 
tabungan, khususnya di kalangan mi-

lenial dan generasi muda yang semakin 
digital-savvy. Hingga akhir September 
2024 tercatat pengguna BRImo telah 
mencapai 37,14 juta user dengan volu-
me transaksi mencapai Rp4.034 triliun 
atau tumbuh 35,20% yoy.

Melalui pengembangan layanan 
hybrid bank, BRI juga telah mem-
perluas jangkauan perbankan ke 
segmen-segmen masyarakat yang 
sebelumnya tidak terlayani secara 
optimal, termasuk masyarakat di 
daerah terpencil melalui AgenBRI-
Link. Hal ini sesuai dengan misi BRI 
untuk mendukung inklusi keuangan 
nasional serta memperkuat ekonomi 
kerakyatan melalui konsep sharing 
economy.

Tercatat hingga akhir September 
2024 BRI telah memiliki lebih dari 
1,02 juta AgenBRILink yang tersebar 
di 62.227 desa di seluruh Indonesia. 
Sepanjang Januari hingga September 
2024, agen-agen tersebut berha-
sil mencatatkan transaksi sebesar 
Rp1.170 triliun yang berasal dari 859 
juta transaksi finansial.

Pada kesempatan tersebut, Sunar-
so juga menjelaskan bahwa capaian 
kinerja positif BRI hingga Triwulan 
III 2024 tersebut juga didukung 
kondisi likuiditas yang memadai 
dan permodalan yang kuat, Dimana 
Loan to Deposit Ratio (LDR) Bank 
berada di level 89,18% serta Capital 
Adequacy Ratio (CAR) mencapai 
sebesar 26,76%

“Kedepan, BRI akan terus menge-
lola likuiditas yang prudent untuk 
memastikan BRI siap menghadapi 
tantangan ekonomi global maupun 
domestik. Dengan likuiditas yang 
memadai dan permodalan yang 
kuat, BRI masih memiliki ruang yang 
cukup untuk tumbuh lebih baik,” 
ujar Sunarso.

Sunarso pun optimis dapat me-
nutup tahun 2024 dengan capaian 
positif. “BRI optimis dapat menutup 
tahun 2024 ini dengan kinerja posi-
tif, utamanya dengan fokus mem-
perkuat fundamental kinerja dan 
membentuk ketangguhan sehingga 
BRI selalu siap menghadapi berbagai 
tantangan, baik yang berasal dari 
global maupun domestik,” pung-
kasnya. */RHT

SULTENG RAYA — Ya-
maha Indonesia kembali 
menghadirkan program isti-
mewa yang ditunggu-tung-
gu oleh konsumen setia 
Yamaha di seluruh pelosok 
Tanah Air.

“Dalam periode 11 Ok-
tober 2024 hingga 30 Juni 
2025, setiap pembelian mo-
tor Yamaha berkesempatan 
memenangkan hadiah 
utama uang tunai sebesar 
1 Miliar tanpa potongan 
pajak melalui Program 
Miliarder Yamaha 2025,” 
kata staf promosi CV Akai 
Jaya, Andres Miswar ke-
pada Sulteng Raya, Rabu 
(30/10/2024). 

Program itu terbuka bagi 
seluruh pelanggan yang 
membeli motor Yamaha apa 
saja, baik tipe manual mau-
pun matic. Setiap pembelian 
akan mendapatkan nomor 
undian yang nantinya akan 
diikutsertakan dalam pen-
gundian hadiah, termasuk 
hadiah utama Rp1 miliar 
dan berbagai hadiah mena-
rik lainnya.

“Melalui program ini, 
kami ingin memberikan 
apresiasi kepada pelanggan 
setia Yamaha yang selalu 
mendukung dan memper-
cayai produk kami. Selain 
berkesempatan mendapat-
kan motor Yamaha impian, 
pelanggan juga bisa menjadi 
miliarder,” katanya. 

SULTENG RAYA - Kepala Balai 
POM di Palu, Mardianto, membe-
rikan kuliah umum kepada maha-
siswa Fakultas Kedokteran Univer-
sitas Tadulako (Untad) pada Senin 
(28/10/2024). 

Kuliah yang mengangkat tema 
“Sistem Pengawasan Keamanan 
Pangan di Indonesia” ini menjadi 
bagian dari kuliah blok Kesehatan 
Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan 
Toksikologi.

Dalam paparannya, Mardianto 
menjelaskan secara detail menge-
nai sistem pengawasan keamanan 
pangan yang berlaku di Indonesia. 

Mulai dari proses produksi, distri-
busi, hingga konsumsi, semua me-
miliki peran penting dalam menjaga 
keamanan pangan. 

“Keamanan pangan bukan ha-
nya tanggung jawab pemerintah, 
tapi juga seluruh lapisan masy-
arakat. Mulai dari produsen, pe-
dagang, hingga konsumen,” kata 
Mardianto dalam keterangan tertulis 
yang diterima Sulteng Raya, Rabu 
(30/10/2024).

Lebih lanjut, Mardianto juga 
menyampaikan harapannya agar 
para calon dokter yang hadir dapat 
menjadi agen perubahan dalam me-

Yamaha Indonesia 
Hadirkan Program 
Miliarder, Berhadiah 
Uang Tunai 
Rp1 Miliar 

DIRUT BRI, Sunarso (tengah) pada press conference Kinerja Keuangan BRI Triwulan III 2024, di Jakarta, Rabu (30/10/2024). 
FOTO: DOK. BRI

Perkuat Fundamental Kinerja, 
BRI Cetak Laba Rp45,36 Triliun

SULTENG RAYA - Badan 
Pangan Nasional/National 
Food Agency (NFA) mem-
berikan tanggapan terkait 
pemberitaan mengenai hasil 
pemeriksaan otoritas Thai-
land terhadap anggur Shine 
Muscat asal China. 

Kepala NFA Arief Prasetyo 
Adi mengungkapkan, Ba-
dan Pangan Nasional selaku 
Otoritas Kompeten Keama-
nan Pangan (OKKP) berko-
mitmen untuk melindungi 
keamanan pangan di Indo-
nesia dan terus melakukan 
pengawasan ketat terhadap 
komoditas pangan segar 
impor yang beredar di pasar 
domestik, termasuk anggur.

“Terkait adanya pembe-
ritaan di media mengenai 
anggur Shine Muscat dari 
China, NFA selaku OKKP 
akan melakukan investigasi 
lebih lanjut. Hal ini akan 
meliputi proses sampling 
dan pengujian laboratorium 
untuk memastikan keama-
nan produk yang beredar 
di pasar Indonesia. Lang-
kah ini dilakukan sebagai 
bagian dari komitmen kita 
dalam memastikan pangan 
khususnya pangan segar 
yang beredar di Indonesia 
aman untuk dikonsumsi,” 
ujar Arief dalam keterangan 
tertulis, Rabu (30/10/2024).  

Arief mengungkapkan, 
berdasarkan Perpres No 66 
Tahun 2021 yang merupa-
kan tindak lanjut UU 18 
tahun 2012 tentang Pangan, 
salah satu kewenangan Ba-
dan Pangan Nasional adalah 
memastikan bahwa pangan 
segar yang diedarkan aman. 
Dalam implementasinya 
dilaksanakan melalui dua 

cara yaitu penerbitan peri-
zinan dan pengawasan di 
peredaran. 

“Kami mengimbau kepa-
da seluruh masyarakat agar 
tidak mudah terpengaruh 
oleh informasi yang belum 
diverifikasi. NFA akan te-
rus memberikan informasi 
terkait keamanan pangan 
segar secara transparan se-
suai dengan prosedur pen-
gawasan keamanan pangan 
segar yang berlaku,” ujar 
Arief. 

Lebih lanjut, Plh Deputi 
Penganekaragaman Kon-
sumsi dan Keamanan Pan-
gan NFA Yusra Egayanti 
mengungkapkan, pihaknya 
terus memperkuat regulasi 
terkait Batas Maksimum Re-
sidu (BMR) pestisida untuk 
keamanan pangan.

“Standar BMR pestisida 
diatur melalui Peraturan 
Menteri Pertanian No. 53 
Tahun 2018. Saat ini, NFA 
tengah menyempurnakan 
standar BMR tersebut dalam 
Peraturan Badan Pangan 
Nasional  yang sedang 
dalam tahap harmonisasi, 
dengan mempertimbangkan 
konsumsi dan praktik pan-
gan di Indonesia,” urainya. 

Sejalan dengan Peraturan 
Badan Pangan Nasional No. 
1 Tahun 2023 tentang Label 
Pangan Segar, NFA juga 
mewajibkan pencantuman 
petunjuk penyajian pada 
label untuk memastikan 
produk aman dikonsumsi. 

“Khusus untuk anggur, 
kami mewajibkan adanya 
keterangan “Cuci sebelum 
dikonsumsi.” Proses pen-
cucian ini sangat penting 
untuk mengurangi risiko 

residu atau cemaran yang 
mungkin tertinggal di per-
mukaan buah, mengingat 
anggur adalah komoditas 
yang umumnya dikonsumsi 
langsung tanpa dikupas,” 
ungkapnya. 

“Kami juga mengimbau 
kepada masyarakat untuk 
senantiasa menerapkan 
praktik keamanan pangan 
seperti membaca label yang 
tertera, teliti sebelum mem-
beli, sehingga masyarakat 
semakin teredukasi menge-
nai pentingnya keamanan 
pangan,” ujar Yusra.  

Ia menambahkan, produk 
pangan segar yang memi-
liki izin edar, telah melalui 
proses penilaian persya-
ratan keamanan pangan. 
Salah satunya melalui uji 
laboratorium. Namun de-
mikian untuk meningkatkan 
keamanan pangan, proses 
pengawasan terhadap pro-
duk pangan yang beredar te-
rus dilakukan Badan Pangan 
Nasional bersama dengan 
Dinas urusan pangan selaku 
OKKPD secara rutin, dan 
dilaporkan melalui Sistem 
Informasi PSAT (Pangan 
Segar Asal Tumbuhan). 

“Dari hasil sampling yang 
dilakukan di tahun 2023 
dan 2024, menunjukkan 
anggur yang beredar di 
bawah ambang batas BMR 
sehingga aman dikonsum-
si. Namun terkait dengan 
Anggur Shine Muscat yang 
menjadi isu di Thailand, 
sesuai arahan Pak Kepala 
Badan Pangan Nasional, 
kami akan tindaklanjuti 
dengan dengan investigasi  
lebih lanjut,” tutur Yusra, 
menegaskan. ROL

FOTO bersama pada kegiatan kuliah umum kepala BPOM di Palu kepada mahasiswa 
Fakultas Kedokteran Universitas Tadulako (Untad), Senin (28/10/2024). FOTO: ISTIMEWA

BPOM di Palu Ajak Mahasiswa Kedokteran 
Untad Peduli Keamanan Pangan 

ningkatkan kesadaran masyarakat 
akan pentingnya keamanan pangan. 

“Sebagai calon tenaga kesehatan, 
Anda memiliki peran yang sangat 
strategis dalam memberikan edukasi 
kepada masyarakat tentang bagai-
mana memilih dan mengonsumsi 
makanan yang aman,” ujarnya.

Kuliah yang diikuti oleh sekitar 
160 mahasiswa angkatan 2021 ini 
mendapat sambutan positif. Salah se-
orang peserta, Fauzan, mengungkap-
kan bahwa materi yang disampaikan 
sangat bermanfaat dan menambah 
wawasan baru. 

“Saya baru tahu ternyata banyak 
hal yang perlu diperhatikan terkait 
keamanan pangan. Ini sangat pen-
ting, apalagi nanti kami akan menja-
di seorang dokter,” ungkap Fauzan.

Kegiatan ini sejalan dengan upaya 
BPOM dalam meningkatkan kesada-
ran masyarakat tentang pentingnya 
keamanan pangan. Dengan meli-
batkan para calon dokter sejak dini, 
diharapkan akan tercipta generasi 
yang peduli dan mampu menjaga ke-
sehatan masyarakat melalui keama-
nan pangan. RHT

Badan Pangan Nasional Siap 
Investigasi Anggur Shine Muscat

FLYER informasi program promo dari Yamaha Indonesia. FOTO: ISTIMEWA

Yamaha, yang selalu di-
kenal dengan inovasi dan 
teknologi terbaik, kembali 
membuktikan bahwa mere-
ka selalu ingin memberikan 
pengalaman terbaik bagi 
para konsumennya. Selain 
hadiah uang tunai, pelang-
gan juga bisa memenangkan 
hadiah lain berupa sepeda 
motor Yamaha, gadget cang-
gih, dan berbagai merchan-
dise eksklusif.

Adapun periode program 
hadiah milyader yakni mu-
lai 11 Oktober 2024 hingga 
30 Juni 2025 mendatang.

Cara Mengikuti Program 
Miliarder Yamaha 2025 san-

gat mudah yakni cukup 
membeli motor Yamaha 
apapun selama periode pro-
gram berlangsung. Kemudi-
an dapatkan nomor undian 
dari dealer resmi Yamaha. 
Dan selanjutnya munggu 
pengundian dan siap-siap 
untuk memenangkan ha-
diah Rp1 miliar tanpa ada 
potongan pajak.

Pengundian hadiah akan 
dilakukan secara terbuka 
dan transparan. Informasi 
lebih lanjut terkait jadwal 
pengundian dan pemenang 
akan diumumkan melalui 
kanal media sosial resmi 
Yamaha Indonesia. */HJ
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SULTENG RAYA - In-
dustri pertambangan saat ini 
dihadapkan pada tantangan 
untuk menyeimbangkan 
efi siensi operasional dengan 
tanggung jawab sosial. 

Di tengah perhatian global 
terhadap kelestarian ling-
kungan, penerapan Good 
Mining Practices (GMP) 
yang mencakup pengelolaan 
sumber daya, perlindungan 
lingkungan, keselamatan 
kerja, dan kontribusi sosial 
menjadi sangat penting. 

Sebagai salah satu pe-
rusahaan yang telah mene-
rapkan GMP di Indonesia, 
PT Vale Indonesia Tbk (PT 
Vale) yang merupakan bagi-
an dari grup MIND.ID me-
nerima kunjungan Forum 
Kepala Teknik Tambang 
(F-KTT) Sulawesi Tengah 
(Sulteng) di PTVI Blok Soro-
wako, Rabu dan Kamis (23-
24/10/2024).  

Sebanyak 25 orang Forum 
KTT hadir ke Blok Sorowako 
untuk mempelajari GMP 
dengan fokus pada pen-
gelolaan lingkungan dan 
pemberdayaan masyarakat.

Kunjungan itu menja-
di bukti transparansi dan 
komitmen PT Vale dalam 
memberi edukasi kepada 
perusahaan tambang lain 
di Indonesia.  Kehadiran 
Forum KTT dari berbagai 
perusahaan pertamban-
gan di Sulteng didampingi 
langsung Inspektur Tam-
bang Kementerian Energi 
dan Sumber Daya Mineral 

(ESDM) dan diterima oleh 
Head of External Relations 
Pomalaa dan Bahodopi Pro-
ject PT Vale, Yusuf Suharso 
serta jajaran Manajemen PT 
Vale Blok Sorowako, Head 
of Sorowako Process Ope-
rations Iqbal Alfarobi dan 
Head of Sorowako Mine 
Operations Rizal Baslang. 

Ketua Forum KTT Sulteng, 
Syamsuddin Badudu men-
gungkapkan kekagumannya 
terhadap upaya PT Vale 
dalam menerapkan GMP. 

“Meskipun kegiatan tam-
bang menyebabkan peruba-
han bentang alam, PT Vale 
berhasil meminimalisasi 
dampak negatif terhadap 
lingkungan dan masyara-
kat sekitar,” katanya dalam 
keterangan tertulis yang 
diterima Sulteng Raya, Rabu 
(30/10/2024).

Dikatakannya, pende-
katan yang dijalankan PT 
Vale saat ini menjadi modal 
penting bagi perusahaan 
pertambangan lain yang 
umumnya memiliki usia 
operasional lebih pendek 
rata-rata di bawah 10 tahun 
untuk mencontoh dan me-
nerapkan standar serupa.

Selama kunjungan, peser-
ta juga mendapatkan kesem-
patan untuk melihat langs-
ung prosedur keselamatan 
kerja yang diterapkan, 
mencerminkan komitmen 
perusahaan terhadap kese-
lamatan dan transparansi.

“Pengalaman kami di 
lapangan menegaskan pen-

tingnya integritas dalam 
setiap aspek operasional,” 
tambah Samsudin. 

DAMPAK POSITIF PENERAPAN GMP 
DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Penerapan GMP di PT 
Vale telah menghasilkan 
dampak positif yang signifi -
kan. Selain menjaga kualitas 
lingkungan, perusahaan 
juga aktif dalam member-
dayakan masyarakat lokal 
melalui berbagai program 
sosial dan ekonomi.

Head of External Relations 
Pomalaa dan Bahodopi Pro-
ject PT Vale, Yusuf Suharso, 
menjelaskan, kunjungan itu 
merupakan langkah stra-
tegis untuk meningkatkan 
kolaborasi dan edukasi an-
tar-perusahaan tambang. 

Perseroan berkomitmen 
untuk membagikan pen-
galaman dan pengetahuan 
agar lebih banyak perusa-
haan dapat menerapkan 
GMP. 

“Kolaborasi adalah kunci 
menuju pertumbuhan ber-
kelanjutan. Kami berharap 
dapat mendorong lebih ba-
nyak perusahaan di Sulteng 
untuk mengadopsi prin-
sip-prinsip ini,” jelas Yusuf.

Sebagai langkah lanjutan, 
Forum KTT Sulteng meren-
canakan kunjungan lebih 
mendalam yang akan ber-
fokus pada keselamatan 
kerja dan pengelolaan ling-
kungan. Dengan menggali 
lebih dalam pengalaman 
PT Vale, mereka berharap 

BNN Provinsi Sulteng melakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis ganja dengan cara dibakar di halaman kantor BNN Sulteng, Jalan Dewi Sartika, Kota Palu, 
Rabu (30/10/2024). FOTO: RAHMAT KURNIAWAN

BNN Sulteng Musnahkan Babuk 
Narkotika 2,1 kg Ganja dan 3,9 Gram Sabu

SULTENG RAYA - Ba-
dan Narkotika Nasional 
(BNN) Provinsi Sulawesi 
Tengah (Sulteng) melaku-

kan pemusnahan barang 
bukti (babuk) narkotika jenis 
ganja seberat 2.119,27gram 
dan jenis sabu seberat 3,9 

gram di halaman kantor 
BNN Sulteng, Jalan Dewi 
Sartika, Kota Palu, Rabu 
(30/10/2024).

Pemusnahan tersebut 
disaksikan oleh sejumlah 
instansi seperti perwakilan 
Pengadilan Negeri Palu, Ke-

40 orang tersangka itu, 
24 orang telah dilimpah-
kan ke Kejati Sulteng dan 
berkas telah dinyatakan 
P21, sementara 16 lainnya 
masih dalam proses pen-
yidikan.

Melalui kesempatan 
itu, Fedinan mengajak 
seluruh masyarakat men-
jadi mitra strategis BNN 
Sulteng dalam menumpas 
peredaran gelap narkoti-
ka. BNN, kata dia, tidak 
bisa bekerja sendirian, 
peran masyarakat dan 

stakeholder sangat diper-
lukan. 

“Narkoba merupakan mu-
suh bersama, musuh bang-
sa kita. Kita serius dalam 
melaksanakan P4GN di 
Sulteng. Kami mengajak 
seluruh masyarakat untun 
sama-sama memberantas 
narkoba, apabila mengetahui 
keberadaan barang narkoba 
silahkan laporkan kepada 
BNN. Masyarakat tidak usah 
takut untuk melaporkan, ke-
rahasiaannya pasti terjamin,” 
tutupnya. RHT

INSAN PT Vale Blok Sorowako saat menjelaskan mekanisme rehabilitasi yang dilakukan perusahaan 
kepada pengunjung dari Forum KTT di Nursery. FOTO: DOK. PT VALE

menkumham, BPOM Palu, 
pengacara tersangka, MUI 
Kota Palu, dan PT Pos Palu.

Pemusnahan babuk itu 
merupakan hasil dari 27 
laporan kejadian narkotika 
(LKN) di wilayah kerja Pro-
vinsi Sulteng.

Kepala BNNP Sulteng, 
Brigjen.Pol. Ferdinan Maksi 
Pasule, mengatakan, pihak-
nya sampai dengan Oktober 
2024 telah melakukan pen-
yitaan babuk narkotika jenis 
sabu seberat 2.426,5 gram 
dan ganja seberat 2.203,5 
gram. 

Babuk itu disita dari 
40 orang tersangka. Dari 

Forum KTT Ingin Wujudkan 
Good Mining Practices 

PT Vale di Sulteng
dapat memulai penerapan 
GMP secara bertahap di pe-
rusahaan-perusahaan lokal.

Inspektur Tambang Ahli 
Muda Provinsi Sulteng, 
Hamka Jaya,  menyam-
paikan jika saat ini upaya 
perbaikan kondisi pertam-
bangan di Sulteng sedang 
dilakukan. Meskipun me-
nemui berbagai tantangan 
dan hambatan, penerapan 
GMP pada perusahaan yang 
masih merintis bukan suatu 
hal yang mustahil untuk 
diwujudkan. 

“Ini momentum bagi 
kami, PT Vale dapat dijadi-
kan contoh yang baik dalam 
menjaga keseimbangan an-
tara operational pertamban-
gan, keselamatan kerja, dan 
kelestarian lingkungan,” 
ucap Hamka. 

Kunjungan tersebut men-
cakup eksplorasi lokasi-lo-
kasi penting, seperti Solia 
Hill dan Hutan Himala-
ya, serta fasilitas Lamella 
Gravity Settler (LGS) yang 
merupakan bagian upaya 
PT Vale  dalam mengelola 
air limpasan tambang seca-
ra efi sien. Ini memberikan 
wawasan praktis tentang 
penerapan teknologi cang-
gih untuk menjaga kualitas 
lingkungan.

Anggota Forum KTT juga 
menjelajahi Danau Matano 
dan mengunjungi Pem-
bangkit Listrik Tenaga Air 
(PLTA) Balambano, yang 
memamerkan komitmen 
PT Vale terhadap sumber 
energi terbarukan. Kun-
jungan ini menggambarkan 
bagaimana inovasi dalam 
energi dapat berkontribusi 
pada keberlanjutan opera-
sional.

Penerapan GMP lebih dari 
sekadar memenuhi regulasi; 
ini adalah langkah strategis 
untuk menciptakan nilai 
jangka panjang bagi masya-
rakat dan lingkungan. 

Kunjungan F-KTT ke 
Sorowako menjadi momen-
tum penting dalam mem-
bangun budaya pertam-
bangan yang lebih baik di 
Indonesia, terutama bagi 
perusahaan yang baru mer-
intis di sektor ini. RHT
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KPKNL PALU

PENGUMUMAN LELANG KEDUA
Nomor : 337 /BPRSM/X/2024        

Berdasarkan  pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996 PT Bank 
Perkreditan Rakyat Sulawesi Mandiri akan melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan 
dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu, terhadap 
barang jaminan debitur atas nama:

1. ABD HALIK.
Sebidang tanah hak milik, Sertifikat elektronik dengan NIB Tanah 19.05.000001914.0 Nomor kode 

Sertifikat A0169848, Seluas 186 M2, Tercatat atas nama HA.NAHWIAH berikut bangunan dan 
segala sesuatu yang melekat dan berdiri diatasnya, terletak di Kelurahan Talise Kecamatan 
Mantikulore Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah dengan Nilai Limit Rp. Rp 650.000.000,- Uang 
Jaminan Sebesar Rp. 130.000.000,-

Deskripsi  Persyaratan lelang :
1. Peserta lelang memiliki akun yang telah terdaftar dan terverifikasi pada laman 

portal.lelang.go.id dan/atau www.lelang.go.id
2. Memilih Objek lelang yang akan diikuti pada website diatas.
3. Menyetor uang jaminan lelang melalui VA (virtual account) yang diperoleh melalui 

website diatas setelah memilih dan mengikuti objek lelang sebesar nominal uang jaminan 
yang diisyaratkan.

4. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari 
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5. Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta 
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diatas.

Deskripsi Pelaksanaan lelang  :
Cara penawaran : Open Bidding (dengan mengakses laman 

portal.lelang.go.id dan/atau lelang.go.id)
Alamat Domain : portal.lelang.go.id dan/atau www.lelang.go.id
Pelaksanaan Lelang : Selasa, Tanggal 05 November 2024, pukul 10.00 
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Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir 

penawaran 
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09:00 WIB (Sesuai Waktu Server)
Tempat Lelang : KPKNL Palu Jalan Prof M Yamin No. 55 Palu, 

Sulawesi Tengah
Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran
Pelunasan Harga Lelang : 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang
Bea Lelang Pembeli : 2 % dari harga lelang
Informasi Lebih Lanjut : PT. BPR Sulawesi Mandiri Makassar

Tlpn (0411) 852111, HP: 085255447047
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Sepry Marenden
Direktur Utama

MENTERI Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, saat membuka Pelatihan Tim Verifi kasi Penye-
dia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD), Ahad (27/10/2024). FOTO: IST

Desa Bakal Partisipasi 
dalam Program 

Makan Bergizi Gratis

SULTENG RAYA - Menteri Desa dan Pem-
bangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), 
Yandri Susanto, berharap desa bisa berparti-
sipasi dalam Program Makan Bergizi Gratis 
(MBG). Desa bisa mengembangkan mekanis-
me distribusi yang efi sien.

Hal ini disampaikan Men-
des Yandri, saat membuka  
acara Pelatihan Tim Verifi kasi 
Penyedia Peningkatan Kapa-
sitas Teknis Desa (P2KTD), 
Ahad (27/10/2024). Dalam 
siaran pers disebutkan, Yandri 
menyambut positif langkah 
P2KTD mendukung Pro-
gram MBG tersebut lewat 
layanan teknis yang disedia-
kan P2KTD. Dengan peran 
P2KTD yang terintegrasi 
dalam program nasional, de-
sa-desa menjadi ujung tombak 
percepatan peningkatan gizi 
dan pengentasan stunting, 
sekaligus mendukung capaian 
RPJMN 2025–2029.

"Desa-desa dapat mengem-
bangkan mekanisme distri-
busi yang efi sien untuk men-
yukseskan Program MBG, 
khususnya dalam penyalu-
ran makanan bergizi ke se-
kolah-sekolah, pesantren, dan 
lembaga pendidikan di desa," 
kata Mendes Yandri dalam si-
aran pers, Senin (28/10/2024).

Dukungan ini, menurutnya, 
memperkuat tujuan nasional 
dalam menekan angka stun-
ting dan meningkatkan kese-
hatan masyarakat. Kolaborasi 
BUMDes untuk Penyediaan 
Pangan Lokal Bergizi: P2KTD 
memfasilitasi desa untuk ber-
dayakan BUMDes dan BUM-
DesMA dalam penyediaan 
bahan pangan lokal yang 
sehat dan bergizi. 

Dikatakannya, hal ini se-
jalan dengan alokasi anggaran 
Rp.71 triliun pada tahap awal 
Program MBG, dan memasti-
kan bahwa desa dapat berpar-
tisipasi aktif dalam distribusi 
pangan bergizi, menciptakan 

nilai tambah bagi ekonomi 
lokal. Hingga 2 Oktober 2024, 
total Progres BUM Desa ber-
jumlah 54.891. Ini terdiri dari 
BUM Desa yang sudah men-
daftar nama berjumlah 27.597 
dan BUM Desa yang sudah 
mendaftar Badan Hukum ber-
jumlah 27.294. Total Progres 
BUM Desa Bersama berjum-
lah 3.362, terdiri dari BUM 
Desa Bersama yang sudah 
mendaftar nama berjumlah 
2.948 dan Bum Desa Bersama 
yang sudah mendaftar Badan 
Hukum berjumlah 414.

Total Progres BUM Desa 
Bersama berjumlah 2.528, ter-
diri dari BUM Desa Bersama 
Lkd yang sudah mendaftar 
nama berjumlah 938 dan BUM 
Desa Bersama Lkd yang su-
dah mendaftar Badan Hukum 
berjumlah 1.590.

Dengan dukungan P2KTD, 
kata Yandri, desa-desa yang 
diprioritaskan dalam program 
MBG, utamanya yang memili-
ki angka kemiskinan dan stun-
ting tinggi, dapat mengakses 
layanan teknis yang sesuai. 
"Ini memperkuat kapasitas 
desa untuk memenuhi kebu-
tuhan nutrisi masyarakat, ter-
masuk anak-anak, ibu hamil, 
dan menyusui, serta memper-
cepat penurunan stunting," 
kata Mendes Yandri.

Program P2KTD juga mem-
bantu desa dalam memban-
gun infrastruktur yang men-
dukung pelaksanaan Program 
MBG, seperti pusat distribusi 
makanan, fasilitas penyim-
panan pangan, dan area dapur 
bersama. Infrastruktur ini 
memastikan keberlanjutan 
program di tingkat lokal.RPB

SULTENG RAYA - Ikatan 
Cendekiawan Muslim Indo-
nesia (ICMI) telah menyus-
un 10 rekomendasi untuk 
pemerintahan Presiden Pra-
bowo Subianto terkait arah 
pembangunan politik pen-
didikan Indonesia ke depan. 
Rekomendasi tersebut diha-
silkan dari seminar nasional 
yang digelar di Universitas 
Pendidikan Indonesia (UPI) 
akhir pekan lalu.

Kegiatan seminar ber-
tajuk arah pembangunan 
politik pendidikan periode 
tahun 2024-2029 ini diinisasi 
oleh Majelis Pengurus Pusat 
(MPP) Ikatan Cendikiawan 
Muslim Indonesia (ICMI). 
Ratusan peserta dari ka-
langan dosen dan pegiat 
pendidikan hadir mengikuti 
acara tersebut.

Mereka yang hadir di 
acara tersebut yaitu Rektor 
UPI Prof M Solehuddin, 
mantan Rektor Universitas 
Negeri Makassar (UNM) 
Prof Aris Munandar yang 
juga menjabat Ketua ICMI 
Orwil Sulawesi Selatan. 
Plh Asisten I Pemprov Ja-
bar Dodo Suhendar, Prof 
Muhammad Najib Wakil 
Ketua ICMI, mantan Rektor 
Universitas Negeri Padang 
(UNP) Prof Ganefri.

Selain itu, mantan Rektor 
IPB Prof Herry Suhardiyan-
to yang juga Rektor Uni-
versitas Muhammadiyah 
Bandung hadir di acara 
seminar. Termasuk penga-
mat pendidikan Prof Cecep 
Darmawan. Pengurus ICMI 
Orwil Jawa Barat dan Ban-
dung Raya hadir di acara 
tersebut termasuk hadir 
secara daring dari seluruh 
Indonesia.

Ketua tim perumus re-
komendasi Guru Besar UPI 
Cecep Darmawan mengata-
kan dunia pendidikan saat 
ini tengah menghadapi tan-
tangan di tingkat nasional 
maupun global. Tantangan 
tersebut mulai dari kualitas 
pendidikan, masih terjadi 
disparitas wilayah, kuriku-
lum yang sesuai kebutuhan 
tujuan dan identitas bangsa.

Selain itu, masalah sum-
ber daya manusia pendidik. 
Kebijakan anggaran pendi-
dikan, disrupsi teknologi 
hingga globalisasi pendi-
dikan.

"Di tengah kondisi ber-
bagai tantangan tersebut, 
Indonesia pada dasarnya 
memiliki komitmen penuh 
memajukan pendidikan 
Indonesia yang termuat di 
pembukaan undang-un-
dang dasar," ujar pria yang 
dikenal sebagai pengamat 
pendidikan ini melalui 
keterangan resmi, Senin 
(27/10/2024).

Dengan kondis i  i tu , 
melalui seminar nasional 
yang digelar ICMI, Jumat 
(25/10/2024) lalu, pria yang 
akrab disapa Cewan ini 
mengatakan ICMI telah 
menyusun 10 rekomendasi 
untuk pemerintahan baru. 
Berikut 10 rekomendasi 
untuk arah pembangunan 
pendidikan Indonesia ke 
depan.

1. Mendorong agar peme-
rintah dan DPR segera mela-
kukan penataan regulasi me-
lalui revisi undang-undang 
Republik Indonesia nomor 
20 Tahun 2003 tentang Sis-
tem Pendidikan Nasional 
(UU Sisdiknas). UU Sisdik-
nas ini telah berlaku kurang 
lebih dua puluh satu tahun 
sehingga memerlukan poli-
tik hukum pendidikan yang 

IKATAN Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) bekerja sama den-
gan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dan Universitas Te-
knologi Bandung (UTB) menggelar seminar nasional dengan tema 
arah pembangunan politik pendidikan tahun 2024-2029 di Audito-
rium FPMIPA UPI, Kota Bandung, Jumat (25/10/2024). FOTO: M 
FAUZI RIDWAN

ICMI Minta Pemerintah 
Segera Revisi UU Sisdiknas

lebih responsif, adaptif, dan 
progresif sesuai dengan 
perkembangan zaman dan 
tuntutan serta kebutuhan 
masyarakat pendidikan.

2..Mendorong pemerintah 
melakukan upaya redefi nisi 
dan redistribusi dua puluh 
persen anggaran pendidi-
kan dalam APBN dan APBD 
secara optimal untuk me-
menuhi kebutuhan penye-
lenggaraan pendidikan na-
sional yang berkualitas.

3. Mendorong pemerintah 
memiliki fokus dan komit-
men guna meningkatkan 
daya saing indeks pendidi-
kan nasional melalui berba-
gai terobosan program dan 
kebijakan pendidikan serta 
mengoptimalkan upaya 
pemenuhan delapan standar 
pendidikan nasional secara 
adil dan merata di berbagai 
daerah di tanah air.

4. Mendorong pemerintah 
melakukan transformasi 
pendidikan melalui pen-
gembangan digitalisasi pen-
didikan yang inovatif dan 
adaptif terhadap tantangan 
disrupsi pendidikan seperti 
berkembangnya AI dan 
mengembangkan hybrid 
learning.

5. Mendorong pemerintah 
mengoptimalkan akselerasi 
pengembangan perguruan 
tinggi kelas dunia (wor-
ld class university) guna 
meningkatkan daya saing 
bangsa dan negara Indone-
sia dalam dunia pendidikan 
di kancah global.

6. Mendorong pemerintah 
mengoptimalkan pengem-
bangan STEAM (Science, 
Technology, Engineering, 
Art, and Mathematics) di 
lingkungan pendidikan di-
mulai dari tingkat dasar.

7. Mendorong pemerintah 
melakukan evaluasi ter-
hadap kebijakan pendidikan 

yang telah diimplementasi-
kan selama ini seperti kebija-
kan PPDB zonasi, Kuriku-
lum Merdeka, model seleksi 
mahasiswa baru di PTN, 
dan berbagai kebijakan pen-
didikan lainnya yang harus 
dikaji ulang, guna melihat 
sejauh mana perkembangan 
implementasi kebijakan ter-
sebut dan dampaknya bagi 
dunia pendidikan.

Upaya evaluasi kebijakan 
pendidikan ini sangatlah 
penting guna menentukan 
kebijakan pendidikan ke 
depannya yang lebih re-
levan dan selaras dengan 
tujuan nasional pendidikan 
dan tantangan era bonus 
demografi  Indonesia Emas 
2045 ke depan.

8. Mendesak pemerintah 
memiliki perhatian lebih 
terhadap peningkatan ke-
sejahteraan guru dan dosen 
serta tenaga kependidikan 
di tanah air. Di samping 
itu, perlu adanya upaya 
penguatan tata kelola guru 
dan dosen serta tenaga ke-
pendidikan mulai dari aspek 
kualitas, kompetensi, dan 
profesionalitas, kejelasan 
status dan jenjang karir, 
jaminan kesejahteraan, per-
lindungan, pendataan, pe-
metaan, dan pemerataan 
sebaran guru di berbagai 
daerah serta pembinaan 
dan pengembangan profesi 
guru dan dosen secara ber-
kelanjutan.

9. Mendorong pemerintah 
memiliki komitmen ter-
hadap kebijakan pendidikan 
yang lebih mengedepankan 
aspek penguatan karakter 
dengan membentuk grand 
design kurikulum pendi-
dikan masa depan yang 
berakar pada fi losofi  bangsa 
Indonesia yakni Pancasila.

10. Mendorong agar se-
luruh stakeholder pendi-
dikan khususnya tripusat 
pendidikan untuk berparti-
sipasi aktif dalam ekosistem 
pembelajaran yang nyaman 
dan aman dari segala ben-
tuk kekerasan dalam dunia 
pendidikan.

Sebelumnya, RUU Sisdik-
nas ditolak DPR RI masuk 
dalam program legislasi 
nasional tahun 2023. Sebab 
banyak kalangan masya-
rakat yang mempermasa-
lahkan sejumlah isi draft 
tersebut.RPB



OPINI 5SULTENG RAYA
KAMIS, 31 OKTOBER 2024

BADAI yang dihadapi industri 
garmen dan tekstil di Tanah Air 
akhirnya mencapai kulminasi 
ketika salah satu perusahaan 

tekstil terbesar, PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sri-
tex), resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan 
Niaga Semarang, Jawa Tengah. Perusahaan 
itu tak kuasa menahan beban utang yang 
mencapai Rp24 triliun.

Disebut kulminasi karena sesungguhnya 
badai-badai kecil dan sedang terus menim-
pa sektor tersebut dalam beberapa tahun 
terakhir. Situasi yang dialami Sritex adalah 
cerminan betapa rentan dan sulitnya kondisi 
yang dihadapi oleh industri garmen secara 
keseluruhan di Indonesia. Lebih tegas lagi, 
pailitnya Sritex menjadi peringatan keras 
ambruknya sektor tekstil Tanah Air.

Industri garmen dan tekstil memang terus 
berada di bawah tekanan yang cukup hebat, 
baik dari faktor domestik maupun eksternal 
(global). Dari dalam, mereka ditekan oleh 
kenaikan biaya produksi, kenaikan upah 
minimum, daya beli masyarakat yang terus 
melemah, serta sejumlah kebijakan pemer-
intah yang tidak pro industrialisasi.

Salah satu yang paling disorot ialah kebija-
kan yang cenderung membuka keran impor 
produk tekstil dan garmen seluas-luasnya. 
Ini tentu saja membuat produk-produk luar 
negeri dapat dengan bebas merajalela di 
pasar domestik. Di sisi lain, produk-produk 
dalam negeri terbunuh pelan-pelan lantaran 
tak mampu bersaing dengan produk luar, 
terutama dari sisi harga.

Pada saat yang sama, tekanan dari ekster-
nal tak kalah keras datangnya. Pelemahan 
ekonomi global, perang dagang dua raksasa 
dunia, serta memanasnya geopolitik di 
sejumlah kawasan di dunia telah membuat 
pasar dan rantai pasok global terganggu. 
Bagi industri yang memiliki ketergantun-
gan tinggi pada pasar ekspor, itu adalah 
kenyataan pahit yang menambah beban 
tekanan mereka.

Faktor-faktor tersebutlah yang menye-
babkan sejumlah perusahaan tekstil dan 
garmen di berbagai wilayah, seperti di 
Bandung, Banten, Tangerang, Pekalongan, 
dan Sukabumi, tak mampu bertahan. Me-
reka terpaksa tutup karena semakin tak 
kuasa menanggung tekanan. Sampai saat 
itu, pemerintah, harus diakui, masih belum 
terlalu peduli terhadap kondisi industri 
tekstil dalam negeri yang semakin terpuruk.

Kini, keruntuhan sudah mulai menjalar 
ke pemain besar. Sangat kebetulan, Sritex 
tumbang ketika pemerintahan Presiden 
Prabowo Subianto baru saja memulai kerja 
mereka. Karena itu, kita ingin menantang 
pemerintahan baru agar mereka mampu 
menyelesaikan persoalan di industri garmen 
dan tekstil tersebut secara holistik.

Sritex tentu harus diselamatkan terlebih 
dahulu mengingat ada potensi pemutusan 
hubungan kerja (PHK) terhadap ribuan 
pekerja serta efek domino yang bisa meng-
guncang seluruh sektor industri tersebut. 
Ribuan pekerja yang kehilangan pekerjaan 
juga bakal memengaruhi stabilitas sosial di 
kawasan industri yang selama ini sangat 
bergantung pada keberadaan perusa-
haan-perusahaan tekstil besar.

Akan tetapi, tugas berat dan utama 
pemerintah sesungguhnya ialah menyela-
matkan industri tekstil dan garmen secara 
keseluruhan. Pemerintah mesti melakukan 
pendekatan lebih komprehensif untuk me-
rumuskan langkah penyelamatan industri 
tekstil sehingga ditemukan langkah atau so-
lusi yang tepat dan bersifat jangka panjang.

Presiden sudah benar memerintahkan 
empat menterinya, yakni Menteri Perindus-
trian, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, 
dan Menteri Ketenagakerjaan, untuk turun 
langsung menyelesaikan krisis di Sritex. 
Mereka diminta menyiapkan strategi dan 
skema yang paling pas untuk menyelamat-
kan Sritex.

Alangkah eloknya bila kolaborasi itu 
diteruskan, bila perlu dilembagakan, un-
tuk membereskan segudang persoalan 
yang masih menggelayuti industri tekstil 
serta industri-industri padat karya yang 
lain. Penyelamatan industri tekstil adalah 
salah satu kunci untuk meredam laju de-
industrialisasi di negeri ini yang kini terus 
menghantui.**Media Indonesia
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tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

HARUS tegas dikatakan masa 
depan demokrasi di negeri ini, 
kini berada di pundak para 
hakim Mahkamah Konstitusi 

(MK). Pasalnya, merekalah yang kini akan 
memutuskan perkara gugatan judicial 
review Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 
No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 
yang sidangnya kini masih berproses, 
apakah akan mempertahankan sistem pro-
porsional terbuka atau kembali ke bentuk 
tertutup seperti tuntutan para penggugat. 
Perkara ini jelas merupakan ujian bagi 
ketangguhan lembaga itu sebagai penjaga 
pilar konstitusi, sekaligus penjaga tegaknya 
demokrasi. 

Alasannya, yang menjadi objek gugatan 
kali ini ialah Undang-Undang Pemilu. 
Seperti kita ketahui, pemilu merupakan 
salah satu tolok ukur terdepan dari kualitas 
demokrasi. Alasan lainnya, sistem pemilu 
proporsional terbuka, poin yang kini ten-
gah digugat di MK, adalah sistem yang 
memuliakan daulat rakyat, subjek utama 
demokrasi. Dengan sistem proporsional 
terbuka yang memuat tanda gambar parpol 
dan nama-nama calon anggota legislatif 
pada surat suara, rakyat dapat menelusuri 
rekam jejak calon wakilnya, tidak seperti 
membeli kucing dalam karung. 

Ini sesuai dengan spirit demokrasi yang 
menjunjung asas partisipasi dan keterbu-
kaan. MK dengan pertimbangan hukum 
melalui Putusan Nomor 22-24/PUU-
VI/2008 pun telah memperkuat penerapan 
sistem proporsional terbuka. Mahkamah 
menyatakan bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 
1945 mengamanatkan agar penyeleng-
garaan pemilu lebih berkualitas dengan 
partisipasi rakyat yang seluas-luasnya atas 
prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil. Hal tersebut menjadi 
landasan utama dalam penyelenggaraan 
pemilu. Sistem itu pun telah dilaksanakan 
pada Pemilu 2009, 2014, dan 2019. Para ha-
kim yang menyidangkan perkara gugatan 
ini tentu harus mempertimbangkan hal 
tersebut. 

Mereka pun harus ingat bahwa MK ti-
dak bisa mengabaikan putusan terdahulu 
sebagai yurisprudensi yang telah diterima 
perihal norma yang diuji. Artinya, apa yang 
diperkarakan hari ini berkorelasi dengan 
perkara untuk norma yang sama di masa 
lalu. Bila konsisten dengan pendirian itu, 
para hakim MK semestinya menolak gu-
gatan atas sistem tersebut. Mereka pun tentu 
mafhum bahwa DPR sebagai pembuat UU 
memiliki kewenangan legislasi membentuk 
UU Pemilu yang baru. Artinya, parlemen 
dapat menempuh langkah legislative re-
view, yakni mengamendemen UU Pemilu 
hasil judicial review seandainya dikabulkan 
MK. 

Hal tersebut amat mungkin dilakukan 
mengingat mayoritas fraksi di DPR sebe-
lumnya sudah menyatakan tegas menolak 
sistem pemilu kembali menjadi tertutup, ke-
cuali Fraksi PDI Perjuangan. Jika DPR pada 
akhirnya menggunakan wewenang menem-
puh jalan tersebut, hal itu tentunya akan 
menjadi tamparan keras bagi MK. Jadi, kini 
tergantung para hakim yang menyidangkan 
perkara tersebut, mau menjaga muruah 
MK sebagai lembaga pengawal demokrasi 
atau menjadi pengkhianat demokrasi dan 
mencoreng citra institusi?***(Sumber:Media 
Indonesia).

Proporsional Terbuka dan Kemandirian MK 
jembatan aspirasi rakyat. Jika 
demikian persoalannya, ba-
gaimana mengatasi masalah 
pelembagaan parpol jika sis-
tem proporsional terbuka 
tetap dipertahankan? Pada 
dasarnya, penguatan peran 
parpol dalam sistem pro-
porsional terbuka tetap bisa 
dilakukan sepanjang parpol 
punya niat untuk melaku-
kannya. Sebab, dalam sistem 
proporsional terbuka, otoritas 
penentuan calon anggota 
legislatif sepenuhnya ada di 
tangan partai. 

Dalam rangka memperkuat 
peran parpol, seharusnya 
proses pendidikan politik, 
penguatan kelembagaan par-
tai, dan proses pencalonan 
anggota legislatif dilakukan 
secara baik oleh tiap-tiap 
parpol. Dalam proses penca-
lonan, semua parpol sama-sa-
ma berkomitmen untuk ha-
nya mengajukan calon-calon 
yang memang merupakan 
kadernya, paham dengan per-
juangan partainya, dan dapat 
diandalkan untuk menyerap 
aspirasi rakyat. Parpol juga 
sama-sama menahan diri un-
tuk tidak mengajukan orang 
yang belum pernah dikader 
di dalam partai serta hanya 
mengandalkan uang dan po-
pularitas semata. 

Jika langkah tersebut di-
laksanakan, siapa yang dapat 
menyangkal bahwa propor-
sional terbuka juga mam-
pu menopang pelembagaan 
parpol itu sendiri, bahkan 
dengan hasil yang bisa lebih 
baik? Sayangnya, parpol cen-
derung bersikap pragmatis 
dengan merekrut calon secara 
serampangan, dengan hanya 
melihat popularitas dan ke-
mampuan finansial semata. 
Akhirnya, ketika terpilih, 
mereka tidak memiliki keseti-
aan kepada parpol sehingga 
dianggap menjadi masalah 
dalam pelembagaan parpol.

Proporsional terbuka sebagai 
pilihan 

Sistem proporsional terbu-
ka untuk perttama kali diatur 
dan digunakan pada Pemilu 
2004. Pada waktu itu, sistem 
proporsional terbuka diterap-
kan dengan varian penetapan 
calon terpilih berdasarkan 
perolehan suara sesuai pero-
lehan angka bilangan pemba-
gi pemilih (BPP). Varian ini 
mengalami sedikit modifikasi 
melalui UU No 10/2008, yang 
mengatur bahwa penentuan 
calon terpilih dilakukan ber-
dasarkan perolehan suara 30% 
angka BPP. 

Belum sempat diterapkan 
untuk Pemilu 2009, varian 
penentuan calon terpilih ini 
pun bergeser ke langgam 
penentuan calon terpilih ber-
dasarkan suara terbanyak 
sesuai Putusan MK No 22-24/
PUU-VI/2008. Dalam putusan 
tersebut, MK menegaskan 
bahwa dengan memilih sistem 

proporsional terbuka, maka 
cara penentuan calon terpi-
lih yang dinilai lebih sejalan 
dengan prinsip prosedural 
demokrasi ialah dengan men-
dasarkannya pada perolehan 
suara terbanyak. 

Dari proses lahir, berjalan, 
dan dilaksanakannya sis-
tem proporsional terbuka 
dapat dipahami bahwa posisi 
MK terkait sistem ini lebih 
pada peran memperkuat dan 
mempertegas pilihan sistem 
proporsional terbuka yang 
telah lebih dahulu dipilih 
oleh pembentuk undang-un-
dang. Artinya, pilihan sistem 
proporsional terbuka dan 
tertutup sejak dari awal telah 
ditentukan oleh pembentuk 
undang-undang. Hal mana, 
pilihan terhadap sistem itu, 
salah satunya disebabkan 
pengalaman pahit penerapan 
sistem proporsional tertutup 
selama pemilu-pemilu Orde 
Baru. 

Secara konstitusional, pi-
lihan sistem proporsional 
terbuka pada dasarnya tidak 
bersoal dengan keberadaan 
Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, 
yang menyatakan bahwa 
peserta pemilu untuk memi-
lih anggota DPR dan DPRD 
adalah partai politik. Sebab, 
proporsional terbuka sama 
sekali tidak menegasikan 
peran parpol sebagai peserta 
pemilu, di mana otoritas kepe-
sertaan tetap berada di tangan 
parpol. Alih-alih menegasikan 
peran parpol, proporsional 
terbuka justru menjadi sarana 
untuk menjaga keseimbangan 
antara parpol sebagai peserta 
pemilu dan rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan. Sistem 
proporsional terbuka juga 
dapat digunakan oleh rakyat 
untuk mengimbangi praktik 
oligarki parpol yang sulit 
diruntuhkan. 

Tanpa menutup mata atas 
sisi lemah sistem proporsio-
nal terbuka, perkembangan 
kehidupan parpol yang ada 
saat ini menuntut kita untuk 
tetap mempertahankan pro-
porsional terbuka. Memilih 
untuk menggantinya dengan 
proporsional tertutup bu-
kanlah tindakan yang tepat, 
bahkan bisa destruktif bagi 
demokrasi. 

Jika berniat mengganti sis-
tem, tidak ada pilihan pa-
ling bijak selain pembentuk 
undang-undang melakukan 
pengkajian secara kompre-
hensif terhadap segala aspek 
mengenai sistem yang akan 
diterapkan. Adapun pro-
ses pengujian yang sedang 
berlangsung di MK, dengan 
waktu yang tergolong pen-
dek, tidak akan cukup untuk 
mempertimbangkan segala 
aspek berkenaan dan keru-
mitan dari tiap-tiap sistem 
tersebut.

Kemandirian MK sebagai kunci 
MK dengan segala peran 

konstitusionalnya telah ikut 
andil dalam memperkuat 
keberadaan sistem proporsi-
onal terbuka. Bahkan dalam 
putusan terdahulu, MK me-
negaskan bahwa proporsional 
terbuka merupakan sistem 
yang lebih dekat dengan ke-
rangka demokrasi konstitusi-
onal yang terkandung di UUD 
1945. Dalam perkembangan 
ketatanegaraan di bidang 
kepemiluan belum terdapat 
alasan konstitusional kuat 
yang dapat digunakan MK 
untuk mengubah pendiri-
annya. 

Oleh karena itu, konsistensi 
sikap MK terhadap proporsi-
onal terbuka, dalam menilai 
permintaan untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
sangat diperlukan. Bahkan, 
andaipun melihat sisi lemah 
yang teramat banyak pada 
sistem proporsional terbuka, 
MK perlu menahan diri untuk 
tidak mengubah sistem ini se-
cara mudah. Akan lebih bijak 
jika MK sebatas memberikan 
panduan tertentu bagi pem-
bentuk undang-undang untuk 
menentukan pilihan sistem 
yang dinilai lebih sesuai, atau 
tidak bertentangan dengan 
prinsip kedaulatan rakyat. 

Untuk selanjutnya, biar 
pembentuk undang-undang 
yang menentukan pilihan sis-
tem setelah mempertimbang-
kan segala aspek berkenaan 
dengan alternatif yang akan 
diambil. Selanjutnya, karena 
dorongan perubahan sistem 
ini juga mengandung kepen-
tingan politik parpol, konsis-
tensi MK hanya mungkin dij-
aga dengan menjauhkan diri 
dari segala bentuk intervensi. 
Bukan mustahil kekuatan po-
litik yang menginginkan pro-
porsional tertutup menekan 
para hakim konstitusi untuk 
mengamini keinginannya. 

Ketika hakim konstitusi 
menundukkan diri pada in-
tervensi tersebut, MK akan 
terjebak pada pilihan kepu-
tusan yang sangat mungkin 
digunakan untuk melegiti-
masi oligarki politik parpol. 
Beberapa masalah sekitar MK 
yang terjadi akhir-akhir ini 
sudah cukup jadi pengingat 
bagi para negarawan untuk 
kembali menegakkan kepa-
la dengan mengutamakan 
kepentingan masa depan de-
mokrasi negara ketimbang ke-
pentingan kelompok politik.

Karena dorongan peruba-
han sistem ini juga mengan-
dung kepentingan politik 
parpol, konsistensi MK hanya 
mungkin dijaga dengan men-
jauhkan diri dari segala ben-
tuk intervensi. Bukan mus-
tahil kekuatan politik yang 
menginginkan proporsional 
tertutup menekan para hakim 
konstitusi untuk mengamini 
keinginannya.*** Penulis: Do-
sen Departemen HTN, Fakultas 
Hukum, Universitas Andalas 
(Sumber:Media Indonesia).

Gugatan terhadap sistem 
itu didasari alasan bahwa ia 
telah mendistorsi peran partai 
politik sebagai peserta pemilu, 
menyebabkan terjadinya per-
saingan yang tidak sehat, dan 
berkontribusi atas maraknya 
politik uang. Permohonan ini 
pun mendapatkan tanggapan 
luas, termasuk oleh Ketua 
KPU, partai politik, dan masy-
arakat sipil. 

Seluruh fraksi di DPR 
menolak untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
kecuali PDIP yang setuju un-
tuk mengganti proporsional 
terbuka menjadi proporsional 
tertutup. Adapun kelompok 
masyarakat sipil juga mendu-
kung agar sistem proporsional 
terbuka dipertahankan. Di 
lain pihak, para ahli terbelah 
pendapatnya, antara yang 
setuju dan tidak setuju dengan 
usulan pergantian sistem ini.

Kuat-lemah sistem proporsional 
J i k a  a d a  a h l i  p e m i l u 

menyatakan bahwa sistem 
proporsional terbuka tidak 
memiliki cacat, dapat dipas-
tikan pendapat itu salah. Se-
baliknya, jika ada pihak yang 
menyatakan sistem proporsi-
onal tertutup sebagai sistem 
yang baik dan tidak memiliki 
borok, juga bisa dipastikan 
bahwa itu keliru. Proporsio-
nal terbuka dan proporsional 
tertutup merupakan dua va-
rian sistem proporsional yang 
sama-sama memiliki cacat 
bawaan, alias tidak sempurna. 

Cacat yang sama bisa jadi 
dimiliki bersama oleh sis-
tem proporsional terbuka 
dan proporsional tertutup, 
bahkan semua sistem pe-
milu. Misalnya, persaingan 
tidak sehat atau politik uang 
dalam pemilu. Masalah ini 
mungkin saja terjadi dalam 
sistem pemilu mana pun, mau 
sistem distrik, proporsional 
terbuka, tertutup, ataupun 
sistem campuran. Jika hari ini 
sistem proporsional terbuka 
dipersoalkan karena marak-
nya praktik politik uang, 
siapa yang menjamin bahwa 
proporsional tertutup bebas 
politik uang? 

Bukankah sistem propor-
sional tertutup juga bisa di-
hinggapi persaingan yang 
tidak sehat dan politik uang? 
Bukankah pengalaman di 

masa lalu sudah cukup jadi 
pembelajaran bagi kita yang 
hidup di zaman ini? Oleh ka-
rena itu, praktik curang dalam 
penyelenggaraan pemilu ti-
dak dapat dijadikan dasar 
untuk mengarahkan tudingan 
pada dosa proporsional terbu-
ka. Praktik curang dan politik 
uang itu lebih karena memang 
sikap dan perilaku peserta 
pemilu Indonesia yang tak 
kunjung berhasil diperbaiki. 
Partai politik sebagai peme-
gang peran sentral belum 
secara serius melaksanakan 
perannya untuk melakukan 
pendidikan politik, dan me-
mastikan para anggotanya 
tidak berlaku curang dalam 
pemilu. 

Pada saat yang sama, upaya 
penegakan hukum terhadap 
pelaku praktik curang dan po-
litik uang juga belum berjalan 
optimal karena berbagai hal. 
Termasuk lemahnya aturan 
yang dapat digunakan un-
tuk menjerat pelaku politik 
uang. Selanjutnya, terkait 
pelembagaan partai politik, 
sistem proporsional tertutup 
memang bisa dinilai lebih 
unggul daripada proporsional 
terbuka. Sebab, dalam sistem 
proporsional tertutup, peran 
partai politik dalam men-
entukan calon terpilih jauh 
lebih kuat sehingga jaminan 
kepatuhan dan kesetiaan ang-
gota legislatif terpilih kepada 
partai pengusung akan jauh 
lebih besar. 

Kondisi demikian membu-
ka ruang lebih banyak bagi 
parpol dalam melembagakan 
agenda-agenda politiknya, 
jika dibandingkan dengan 
kalau calon terpilih ditetapkan 
berdasarkan suara terbanyak 
sesuai kerangka proporsional 
terbuka. Hanya saja, Indo-
nesia bukan tidak berpenga-
laman dengan proporsional 
tertutup. Pemilu 1955 dan pe-
milu-pemilu masa Orde Baru 
dilaksanakan menggunakan 
sistem proporsional tertutup. 

Sejarah pemilu membuk-
tikan bahwa proporsional 
tertutup justru menghadir-
kan wakil-wakil rakyat yang 
sepenuhnya dikendalikan 
elite parpol dengan kontestasi 
yang juga jauh dari kata sehat. 
Anggota legislatif tidak lebih 
dari sekadar penyambung 
lidah partai, bukan sebagai 

OLEH : KHAIRUL FAHMI 

AKHIR 2022 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) 
menerima permohonan pengujian terhadap se-
jumlah norma Undang-Undang Pemilu terkait 
sistem proporsional terbuka yang diadopsi di 
dalamnya. Setelah diterapkan dalam empat kali 
pemilu dengan dua varian berbeda, sistem ini 
sekarang dipersoalkan konstitusionalitasnya. 
MK diminta untuk menyatakan norma terkait 
proporsional terbuka itu bertentangan dengan 
UUD 1945. 

Jangan 
Khianati 

Demokrasi

ADAPUN penya-
kit kanker dise-
babkan oleh per-
tumbuhan sel-sel 

abnormal yang berlebihan se-
hingga menyebar dan merusak 
sel-sel tubuh yang normal. 
Akibatnya hingga kematian 
penyintasnya. Beberapa fak-
tor risiko penyebab kanker 
diantaranya faktor genetik, 

lingkungan, virus, makanan 
dan gaya hidup. Faktor genetik 
dapat dilihat bila dalam satu 
atau beberapa orang dalam 
satu keluarga yang berkera-
bat menderita kanker maka 
kemungkinan anak-anaknya 
berisiko lebih tinggi untuk 
terpapar kanker. 

Faktor lingkungan, salah 
satunya pengaruh polusi atau 

HARI Kanker Sedunia diperingati setiap 4 
Februari dan pada tahun ini mengangkat tema 
‘Close the Cure Gap’ yang bertujuan memi-
nimalkan kesenjangan perawatan dan mene-
kankan kesetaraan layanan medis pada pasien 
kanker. Saat ini kita diingatkan kembali akan 
bahaya penyakit kanker yang seakan terlupa-
kan selama pandemi covid-19. 

asap rokok yang dapat menja-
di pemicu timbulnya kanker 
paru. Paparan sinar ultravi-
olet dalam jumlah besar dan 
waktu yang lama juga dapat 
memicu timbulnya kanker 
pada seseorang. Beberapa jenis 
virus juga dapat menyebabkan 
kanker, seperti virus Papiloma, 
Sitomegalo, Hepatitis B, Ep-
stein dan HIV. 

Asupan makanan yang men-
gandung bahan kimia dapat 
menyebabkan kanker pada 
saluran cernwa. Perilaku yang 
tidak sehat seperti merokok, 
minum alkohol dan makanan 
yang mengandung banyak 
bahan pengawet juga dapat 
menambah kemungkinan tim-
bulnya kanker. Berdasarkan 
data 2010, kanker payudara 
merupakan jenis kanker ter-
banyak, mencapai 40,3% dari 
seluruh populasi dunia dan 
pada tahun yang sama jum-

OLEH : Dr dr THERESIA MONICA RAHARDJO SpAn 

Waspadai Penyakit Kanker yang Terus Ada 
lah pasien rawat inap karena 
kanker payudara di Indonesia 
mencapai 28,7%. Disusul kan-
ker mulut rahim, kanker paru 
dan kanker usus besar. 

Penyebaran kanker bisa 
melalui aliran darah dan ke-
lenjar getah bening. Saat sta-
dium awal kanker payudara, 
misalnya, umumnya diawali 
dengan adanya benjolan yang 
bisa digerakkan di daerah 
payudara. Pada stadium le-
bih lanjut benjolan tersebut 
membesar dan terfiksasi tidak 
bisa digerakkan. Disusul per-
mukaan payudara menjadi 
seperti kulit jeruk serta pada 
stadium akhir ditandai dengan 
keluarnya cairan atau darah 
dari puting susu. 

Pada 2020, jumlah kasus 
baru kanker payudara men-
capai 68.858 kasus atau sekitar 
16,6% dari total 396.914 kasus 
baru kanker di Indonesia, 

dengan jumlah kematian men-
capai 22.000. Dari kasus yang 
terdeteksi, 70% sudah dalam 
stadium lanjut. Tingginya ang-
ka kanker payudara di Indone-
sia tentunya menjadi perhatian 
khusus pemerintah melalui 
3 pilar Strategi Nasional Pe-
nanggulangan Kanker Payu-
dara Indonesia. Tiga pilar itu 
meliputi promosi kesehatan, 
deteksi dini, dan tatalaksana 
kasus. Strategi ini tentunya 
juga dapat diterapkan untuk 
jenis kanker yang lain. 

Program tersebut memiliki 
target deteksi dini kanker 
payudara sebesar 80% pe-
rempuan berusia 30-50 tahun, 
diagnosis 40% kasus stadium 
1 dan 2, serta 90 hari pengo-
batan. *** Penulis: Dokter Spesi-
alis dan Konsultan Anestesiologi, 
Inisiator Terapi Plasma Konvale-
sen di Indonesia (Sumber:Media 
Indonesia).

Menyelamatkan 
Industri Tekstil
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tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 

M
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 

M
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

HARUS tegas dikatakan masa 
depan demokrasi di negeri ini, 
kini berada di pundak para 
hakim Mahkamah Konstitusi 

(MK). Pasalnya, merekalah yang kini akan 
memutuskan perkara gugatan judicial 
review Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 
No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 
yang sidangnya kini masih berproses, 
apakah akan mempertahankan sistem pro-
porsional terbuka atau kembali ke bentuk 
tertutup seperti tuntutan para penggugat. 
Perkara ini jelas merupakan ujian bagi 
ketangguhan lembaga itu sebagai penjaga 
pilar konstitusi, sekaligus penjaga tegaknya 
demokrasi. 

Alasannya, yang menjadi objek gugatan 
kali ini ialah Undang-Undang Pemilu. 
Seperti kita ketahui, pemilu merupakan 
salah satu tolok ukur terdepan dari kualitas 
demokrasi. Alasan lainnya, sistem pemilu 
proporsional terbuka, poin yang kini ten-
gah digugat di MK, adalah sistem yang 
memuliakan daulat rakyat, subjek utama 
demokrasi. Dengan sistem proporsional 
terbuka yang memuat tanda gambar parpol 
dan nama-nama calon anggota legislatif 
pada surat suara, rakyat dapat menelusuri 
rekam jejak calon wakilnya, tidak seperti 
membeli kucing dalam karung. 

Ini sesuai dengan spirit demokrasi yang 
menjunjung asas partisipasi dan keterbu-
kaan. MK dengan pertimbangan hukum 
melalui Putusan Nomor 22-24/PUU-
VI/2008 pun telah memperkuat penerapan 
sistem proporsional terbuka. Mahkamah 
menyatakan bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 
1945 mengamanatkan agar penyeleng-
garaan pemilu lebih berkualitas dengan 
partisipasi rakyat yang seluas-luasnya atas 
prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil. Hal tersebut menjadi 
landasan utama dalam penyelenggaraan 
pemilu. Sistem itu pun telah dilaksanakan 
pada Pemilu 2009, 2014, dan 2019. Para ha-
kim yang menyidangkan perkara gugatan 
ini tentu harus mempertimbangkan hal 
tersebut. 

Mereka pun harus ingat bahwa MK ti-
dak bisa mengabaikan putusan terdahulu 
sebagai yurisprudensi yang telah diterima 
perihal norma yang diuji. Artinya, apa yang 
diperkarakan hari ini berkorelasi dengan 
perkara untuk norma yang sama di masa 
lalu. Bila konsisten dengan pendirian itu, 
para hakim MK semestinya menolak gu-
gatan atas sistem tersebut. Mereka pun tentu 
mafhum bahwa DPR sebagai pembuat UU 
memiliki kewenangan legislasi membentuk 
UU Pemilu yang baru. Artinya, parlemen 
dapat menempuh langkah legislative re-
view, yakni mengamendemen UU Pemilu 
hasil judicial review seandainya dikabulkan 
MK. 

Hal tersebut amat mungkin dilakukan 
mengingat mayoritas fraksi di DPR sebe-
lumnya sudah menyatakan tegas menolak 
sistem pemilu kembali menjadi tertutup, ke-
cuali Fraksi PDI Perjuangan. Jika DPR pada 
akhirnya menggunakan wewenang menem-
puh jalan tersebut, hal itu tentunya akan 
menjadi tamparan keras bagi MK. Jadi, kini 
tergantung para hakim yang menyidangkan 
perkara tersebut, mau menjaga muruah 
MK sebagai lembaga pengawal demokrasi 
atau menjadi pengkhianat demokrasi dan 
mencoreng citra institusi?***(Sumber:Media 
Indonesia).

Proporsional Terbuka dan Kemandirian MK 
jembatan aspirasi rakyat. Jika 
demikian persoalannya, ba-
gaimana mengatasi masalah 
pelembagaan parpol jika sis-
tem proporsional terbuka 
tetap dipertahankan? Pada 
dasarnya, penguatan peran 
parpol dalam sistem pro-
porsional terbuka tetap bisa 
dilakukan sepanjang parpol 
punya niat untuk melaku-
kannya. Sebab, dalam sistem 
proporsional terbuka, otoritas 
penentuan calon anggota 
legislatif sepenuhnya ada di 
tangan partai. 

Dalam rangka memperkuat 
peran parpol, seharusnya 
proses pendidikan politik, 
penguatan kelembagaan par-
tai, dan proses pencalonan 
anggota legislatif dilakukan 
secara baik oleh tiap-tiap 
parpol. Dalam proses penca-
lonan, semua parpol sama-sa-
ma berkomitmen untuk ha-
nya mengajukan calon-calon 
yang memang merupakan 
kadernya, paham dengan per-
juangan partainya, dan dapat 
diandalkan untuk menyerap 
aspirasi rakyat. Parpol juga 
sama-sama menahan diri un-
tuk tidak mengajukan orang 
yang belum pernah dikader 
di dalam partai serta hanya 
mengandalkan uang dan po-
pularitas semata. 

Jika langkah tersebut di-
laksanakan, siapa yang dapat 
menyangkal bahwa propor-
sional terbuka juga mam-
pu menopang pelembagaan 
parpol itu sendiri, bahkan 
dengan hasil yang bisa lebih 
baik? Sayangnya, parpol cen-
derung bersikap pragmatis 
dengan merekrut calon secara 
serampangan, dengan hanya 
melihat popularitas dan ke-
mampuan finansial semata. 
Akhirnya, ketika terpilih, 
mereka tidak memiliki keseti-
aan kepada parpol sehingga 
dianggap menjadi masalah 
dalam pelembagaan parpol.

Proporsional terbuka sebagai 
pilihan 

Sistem proporsional terbu-
ka untuk perttama kali diatur 
dan digunakan pada Pemilu 
2004. Pada waktu itu, sistem 
proporsional terbuka diterap-
kan dengan varian penetapan 
calon terpilih berdasarkan 
perolehan suara sesuai pero-
lehan angka bilangan pemba-
gi pemilih (BPP). Varian ini 
mengalami sedikit modifikasi 
melalui UU No 10/2008, yang 
mengatur bahwa penentuan 
calon terpilih dilakukan ber-
dasarkan perolehan suara 30% 
angka BPP. 

Belum sempat diterapkan 
untuk Pemilu 2009, varian 
penentuan calon terpilih ini 
pun bergeser ke langgam 
penentuan calon terpilih ber-
dasarkan suara terbanyak 
sesuai Putusan MK No 22-24/
PUU-VI/2008. Dalam putusan 
tersebut, MK menegaskan 
bahwa dengan memilih sistem 

proporsional terbuka, maka 
cara penentuan calon terpi-
lih yang dinilai lebih sejalan 
dengan prinsip prosedural 
demokrasi ialah dengan men-
dasarkannya pada perolehan 
suara terbanyak. 

Dari proses lahir, berjalan, 
dan dilaksanakannya sis-
tem proporsional terbuka 
dapat dipahami bahwa posisi 
MK terkait sistem ini lebih 
pada peran memperkuat dan 
mempertegas pilihan sistem 
proporsional terbuka yang 
telah lebih dahulu dipilih 
oleh pembentuk undang-un-
dang. Artinya, pilihan sistem 
proporsional terbuka dan 
tertutup sejak dari awal telah 
ditentukan oleh pembentuk 
undang-undang. Hal mana, 
pilihan terhadap sistem itu, 
salah satunya disebabkan 
pengalaman pahit penerapan 
sistem proporsional tertutup 
selama pemilu-pemilu Orde 
Baru. 

Secara konstitusional, pi-
lihan sistem proporsional 
terbuka pada dasarnya tidak 
bersoal dengan keberadaan 
Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, 
yang menyatakan bahwa 
peserta pemilu untuk memi-
lih anggota DPR dan DPRD 
adalah partai politik. Sebab, 
proporsional terbuka sama 
sekali tidak menegasikan 
peran parpol sebagai peserta 
pemilu, di mana otoritas kepe-
sertaan tetap berada di tangan 
parpol. Alih-alih menegasikan 
peran parpol, proporsional 
terbuka justru menjadi sarana 
untuk menjaga keseimbangan 
antara parpol sebagai peserta 
pemilu dan rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan. Sistem 
proporsional terbuka juga 
dapat digunakan oleh rakyat 
untuk mengimbangi praktik 
oligarki parpol yang sulit 
diruntuhkan. 

Tanpa menutup mata atas 
sisi lemah sistem proporsio-
nal terbuka, perkembangan 
kehidupan parpol yang ada 
saat ini menuntut kita untuk 
tetap mempertahankan pro-
porsional terbuka. Memilih 
untuk menggantinya dengan 
proporsional tertutup bu-
kanlah tindakan yang tepat, 
bahkan bisa destruktif bagi 
demokrasi. 

Jika berniat mengganti sis-
tem, tidak ada pilihan pa-
ling bijak selain pembentuk 
undang-undang melakukan 
pengkajian secara kompre-
hensif terhadap segala aspek 
mengenai sistem yang akan 
diterapkan. Adapun pro-
ses pengujian yang sedang 
berlangsung di MK, dengan 
waktu yang tergolong pen-
dek, tidak akan cukup untuk 
mempertimbangkan segala 
aspek berkenaan dan keru-
mitan dari tiap-tiap sistem 
tersebut.

Kemandirian MK sebagai kunci 
MK dengan segala peran 

konstitusionalnya telah ikut 
andil dalam memperkuat 
keberadaan sistem proporsi-
onal terbuka. Bahkan dalam 
putusan terdahulu, MK me-
negaskan bahwa proporsional 
terbuka merupakan sistem 
yang lebih dekat dengan ke-
rangka demokrasi konstitusi-
onal yang terkandung di UUD 
1945. Dalam perkembangan 
ketatanegaraan di bidang 
kepemiluan belum terdapat 
alasan konstitusional kuat 
yang dapat digunakan MK 
untuk mengubah pendiri-
annya. 

Oleh karena itu, konsistensi 
sikap MK terhadap proporsi-
onal terbuka, dalam menilai 
permintaan untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
sangat diperlukan. Bahkan, 
andaipun melihat sisi lemah 
yang teramat banyak pada 
sistem proporsional terbuka, 
MK perlu menahan diri untuk 
tidak mengubah sistem ini se-
cara mudah. Akan lebih bijak 
jika MK sebatas memberikan 
panduan tertentu bagi pem-
bentuk undang-undang untuk 
menentukan pilihan sistem 
yang dinilai lebih sesuai, atau 
tidak bertentangan dengan 
prinsip kedaulatan rakyat. 

Untuk selanjutnya, biar 
pembentuk undang-undang 
yang menentukan pilihan sis-
tem setelah mempertimbang-
kan segala aspek berkenaan 
dengan alternatif yang akan 
diambil. Selanjutnya, karena 
dorongan perubahan sistem 
ini juga mengandung kepen-
tingan politik parpol, konsis-
tensi MK hanya mungkin dij-
aga dengan menjauhkan diri 
dari segala bentuk intervensi. 
Bukan mustahil kekuatan po-
litik yang menginginkan pro-
porsional tertutup menekan 
para hakim konstitusi untuk 
mengamini keinginannya. 

Ketika hakim konstitusi 
menundukkan diri pada in-
tervensi tersebut, MK akan 
terjebak pada pilihan kepu-
tusan yang sangat mungkin 
digunakan untuk melegiti-
masi oligarki politik parpol. 
Beberapa masalah sekitar MK 
yang terjadi akhir-akhir ini 
sudah cukup jadi pengingat 
bagi para negarawan untuk 
kembali menegakkan kepa-
la dengan mengutamakan 
kepentingan masa depan de-
mokrasi negara ketimbang ke-
pentingan kelompok politik.

Karena dorongan peruba-
han sistem ini juga mengan-
dung kepentingan politik 
parpol, konsistensi MK hanya 
mungkin dijaga dengan men-
jauhkan diri dari segala ben-
tuk intervensi. Bukan mus-
tahil kekuatan politik yang 
menginginkan proporsional 
tertutup menekan para hakim 
konstitusi untuk mengamini 
keinginannya.*** Penulis: Do-
sen Departemen HTN, Fakultas 
Hukum, Universitas Andalas 
(Sumber:Media Indonesia).

Gugatan terhadap sistem 
itu didasari alasan bahwa ia 
telah mendistorsi peran partai 
politik sebagai peserta pemilu, 
menyebabkan terjadinya per-
saingan yang tidak sehat, dan 
berkontribusi atas maraknya 
politik uang. Permohonan ini 
pun mendapatkan tanggapan 
luas, termasuk oleh Ketua 
KPU, partai politik, dan masy-
arakat sipil. 

Seluruh fraksi di DPR 
menolak untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
kecuali PDIP yang setuju un-
tuk mengganti proporsional 
terbuka menjadi proporsional 
tertutup. Adapun kelompok 
masyarakat sipil juga mendu-
kung agar sistem proporsional 
terbuka dipertahankan. Di 
lain pihak, para ahli terbelah 
pendapatnya, antara yang 
setuju dan tidak setuju dengan 
usulan pergantian sistem ini.

Kuat-lemah sistem proporsional 
J i k a  a d a  a h l i  p e m i l u 

menyatakan bahwa sistem 
proporsional terbuka tidak 
memiliki cacat, dapat dipas-
tikan pendapat itu salah. Se-
baliknya, jika ada pihak yang 
menyatakan sistem proporsi-
onal tertutup sebagai sistem 
yang baik dan tidak memiliki 
borok, juga bisa dipastikan 
bahwa itu keliru. Proporsio-
nal terbuka dan proporsional 
tertutup merupakan dua va-
rian sistem proporsional yang 
sama-sama memiliki cacat 
bawaan, alias tidak sempurna. 

Cacat yang sama bisa jadi 
dimiliki bersama oleh sis-
tem proporsional terbuka 
dan proporsional tertutup, 
bahkan semua sistem pe-
milu. Misalnya, persaingan 
tidak sehat atau politik uang 
dalam pemilu. Masalah ini 
mungkin saja terjadi dalam 
sistem pemilu mana pun, mau 
sistem distrik, proporsional 
terbuka, tertutup, ataupun 
sistem campuran. Jika hari ini 
sistem proporsional terbuka 
dipersoalkan karena marak-
nya praktik politik uang, 
siapa yang menjamin bahwa 
proporsional tertutup bebas 
politik uang? 

Bukankah sistem propor-
sional tertutup juga bisa di-
hinggapi persaingan yang 
tidak sehat dan politik uang? 
Bukankah pengalaman di 

masa lalu sudah cukup jadi 
pembelajaran bagi kita yang 
hidup di zaman ini? Oleh ka-
rena itu, praktik curang dalam 
penyelenggaraan pemilu ti-
dak dapat dijadikan dasar 
untuk mengarahkan tudingan 
pada dosa proporsional terbu-
ka. Praktik curang dan politik 
uang itu lebih karena memang 
sikap dan perilaku peserta 
pemilu Indonesia yang tak 
kunjung berhasil diperbaiki. 
Partai politik sebagai peme-
gang peran sentral belum 
secara serius melaksanakan 
perannya untuk melakukan 
pendidikan politik, dan me-
mastikan para anggotanya 
tidak berlaku curang dalam 
pemilu. 

Pada saat yang sama, upaya 
penegakan hukum terhadap 
pelaku praktik curang dan po-
litik uang juga belum berjalan 
optimal karena berbagai hal. 
Termasuk lemahnya aturan 
yang dapat digunakan un-
tuk menjerat pelaku politik 
uang. Selanjutnya, terkait 
pelembagaan partai politik, 
sistem proporsional tertutup 
memang bisa dinilai lebih 
unggul daripada proporsional 
terbuka. Sebab, dalam sistem 
proporsional tertutup, peran 
partai politik dalam men-
entukan calon terpilih jauh 
lebih kuat sehingga jaminan 
kepatuhan dan kesetiaan ang-
gota legislatif terpilih kepada 
partai pengusung akan jauh 
lebih besar. 

Kondisi demikian membu-
ka ruang lebih banyak bagi 
parpol dalam melembagakan 
agenda-agenda politiknya, 
jika dibandingkan dengan 
kalau calon terpilih ditetapkan 
berdasarkan suara terbanyak 
sesuai kerangka proporsional 
terbuka. Hanya saja, Indo-
nesia bukan tidak berpenga-
laman dengan proporsional 
tertutup. Pemilu 1955 dan pe-
milu-pemilu masa Orde Baru 
dilaksanakan menggunakan 
sistem proporsional tertutup. 

Sejarah pemilu membuk-
tikan bahwa proporsional 
tertutup justru menghadir-
kan wakil-wakil rakyat yang 
sepenuhnya dikendalikan 
elite parpol dengan kontestasi 
yang juga jauh dari kata sehat. 
Anggota legislatif tidak lebih 
dari sekadar penyambung 
lidah partai, bukan sebagai 

OLEH : KHAIRUL FAHMI 

AKHIR 2022 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) 
menerima permohonan pengujian terhadap se-
jumlah norma Undang-Undang Pemilu terkait 
sistem proporsional terbuka yang diadopsi di 
dalamnya. Setelah diterapkan dalam empat kali 
pemilu dengan dua varian berbeda, sistem ini 
sekarang dipersoalkan konstitusionalitasnya. 
MK diminta untuk menyatakan norma terkait 
proporsional terbuka itu bertentangan dengan 
UUD 1945. 

Jangan 
Khianati 

Demokrasi

ADAPUN penya-
kit kanker dise-
babkan oleh per-
tumbuhan sel-sel 

abnormal yang berlebihan se-
hingga menyebar dan merusak 
sel-sel tubuh yang normal. 
Akibatnya hingga kematian 
penyintasnya. Beberapa fak-
tor risiko penyebab kanker 
diantaranya faktor genetik, 

lingkungan, virus, makanan 
dan gaya hidup. Faktor genetik 
dapat dilihat bila dalam satu 
atau beberapa orang dalam 
satu keluarga yang berkera-
bat menderita kanker maka 
kemungkinan anak-anaknya 
berisiko lebih tinggi untuk 
terpapar kanker. 

Faktor lingkungan, salah 
satunya pengaruh polusi atau 

HARI Kanker Sedunia diperingati setiap 4 
Februari dan pada tahun ini mengangkat tema 
‘Close the Cure Gap’ yang bertujuan memi-
nimalkan kesenjangan perawatan dan mene-
kankan kesetaraan layanan medis pada pasien 
kanker. Saat ini kita diingatkan kembali akan 
bahaya penyakit kanker yang seakan terlupa-
kan selama pandemi covid-19. 

asap rokok yang dapat menja-
di pemicu timbulnya kanker 
paru. Paparan sinar ultravi-
olet dalam jumlah besar dan 
waktu yang lama juga dapat 
memicu timbulnya kanker 
pada seseorang. Beberapa jenis 
virus juga dapat menyebabkan 
kanker, seperti virus Papiloma, 
Sitomegalo, Hepatitis B, Ep-
stein dan HIV. 

Asupan makanan yang men-
gandung bahan kimia dapat 
menyebabkan kanker pada 
saluran cernwa. Perilaku yang 
tidak sehat seperti merokok, 
minum alkohol dan makanan 
yang mengandung banyak 
bahan pengawet juga dapat 
menambah kemungkinan tim-
bulnya kanker. Berdasarkan 
data 2010, kanker payudara 
merupakan jenis kanker ter-
banyak, mencapai 40,3% dari 
seluruh populasi dunia dan 
pada tahun yang sama jum-

OLEH : Dr dr THERESIA MONICA RAHARDJO SpAn 

Waspadai Penyakit Kanker yang Terus Ada 
lah pasien rawat inap karena 
kanker payudara di Indonesia 
mencapai 28,7%. Disusul kan-
ker mulut rahim, kanker paru 
dan kanker usus besar. 

Penyebaran kanker bisa 
melalui aliran darah dan ke-
lenjar getah bening. Saat sta-
dium awal kanker payudara, 
misalnya, umumnya diawali 
dengan adanya benjolan yang 
bisa digerakkan di daerah 
payudara. Pada stadium le-
bih lanjut benjolan tersebut 
membesar dan terfiksasi tidak 
bisa digerakkan. Disusul per-
mukaan payudara menjadi 
seperti kulit jeruk serta pada 
stadium akhir ditandai dengan 
keluarnya cairan atau darah 
dari puting susu. 

Pada 2020, jumlah kasus 
baru kanker payudara men-
capai 68.858 kasus atau sekitar 
16,6% dari total 396.914 kasus 
baru kanker di Indonesia, 

dengan jumlah kematian men-
capai 22.000. Dari kasus yang 
terdeteksi, 70% sudah dalam 
stadium lanjut. Tingginya ang-
ka kanker payudara di Indone-
sia tentunya menjadi perhatian 
khusus pemerintah melalui 
3 pilar Strategi Nasional Pe-
nanggulangan Kanker Payu-
dara Indonesia. Tiga pilar itu 
meliputi promosi kesehatan, 
deteksi dini, dan tatalaksana 
kasus. Strategi ini tentunya 
juga dapat diterapkan untuk 
jenis kanker yang lain. 

Program tersebut memiliki 
target deteksi dini kanker 
payudara sebesar 80% pe-
rempuan berusia 30-50 tahun, 
diagnosis 40% kasus stadium 
1 dan 2, serta 90 hari pengo-
batan. *** Penulis: Dokter Spesi-
alis dan Konsultan Anestesiologi, 
Inisiator Terapi Plasma Konvale-
sen di Indonesia (Sumber:Media 
Indonesia).
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SETIAP bangsa memiliki sebutan alternatif ter-
hadap negeri kelahiran atau tanah leluhurnya. 
Di dunia Barat, istilah yang lazim digunakan 
adalah homeland, motherland, atau fatherland. 
Di dunia Timur seperti Tiongkok ada sebutan 
zguómqīn (tanah para leluhur) dan di India 
disebut maatrbhoomi (negeri ibu pertiwi).

OLEH : FADLY RAHMAN

Pemuda dan Rasa Tanah Air
Air yang Hilang (2017)– ’’pas-
por mewah’’. Pada masa lalu, 
mereka yang kebanyakan dari 
kalangan pemuda berdiaspo-
ra ke mancanegara dengan di-
selimuti kisah suka dan duka.

Pada masa pergerakan nasi-
onal awal abad ke-20, bebera-
pa pemuda pergi ke Belanda 
untuk menempuh studi. Salah 
satunya Abdoel Rivai, aktivis 
dan jurnalis yang menempuh 
studi kedokteran di Belanda 
dan Belgia sejak 1889 hingga 
1907 (orang Indonesia perta-
ma yang lulus studi dokter di 
Eropa). Selain studi, dia aktif 
terlibat dalam pergerakan 
nasional.

Rivai juga menjadi re-
daktur surat kabar Bintang 
Hindia yang terbit perdana 
di Amsterdam pada 1902. 
Dalam tulisannya, dia kerap 
menggunakan istilah ’’bangsa 
Hindia’’ untuk menekankan 
identitas masyarakat bumi-
putra yang lantas mengilhami 
munculnya istilah ’’bangsa 
Indonesia’’ yang di antaranya 
dicetuskan dalam Sumpah 
Pemuda 1928.

Ikatan kuat terhadap Hindia 
pula yang mendorong Rivai 
pulang ke tanah airnya pada 
1911 setamat studi dokternya. 
Dia turut mendukung perge-
rakan nasional Indische Partij 
dan bekerja sebagai redaktur 
di surat kabar Bintang Timoer, 
corongnya dalam mengkritik 
pemerintah kolonial.

Melalui surat kabar itu, 
dia banyak mengisahkan 
pengalamannya selama di 
Belanda. Salah satu artikel-
nya dalam Bintang Timoer (3 
Oktober 1927) yang berjudul 
Perhimpunan Indonesia se-
bagai Kumpulan Nasional 
menyinggung acara sela-
matan dengan jamuan makan 
siang khas Indonesia yang 
diadakan perhimpunan orang 
Indonesia di Den Haag dan 
Leiden. 

Dalam jamuan yang dia-
dakan ketika ujian sidang 
promosi Mr Soepomo di Uni-
versitas Leiden tersebut, dia 
mengutarakan makanan yang 
disajikan: ’’…nationaal be-
tul-betul! Sate, bakmi, ayam 
soto, ayam panggang, nasi go-
reng disediakan buat tetamu.’’

Menghargai Tanah Air
Hubungan makanan den-

gan rasa kebangsaan juga 
terasa dalam kisah para inte-
lektual muda Indonesia yang 
tidak bisa pulang ke Indonesia 
pasca-1965. Mereka –memin-
jam istilah almarhum Gus 
Dur–klayaban di negeri orang 
akibat tragedi ideologi politik 
Indonesia. Mereka yang dis-
krining tidak loyal terhadap 
rezim negara yang dipimpin 
Soeharto itu dicabut kewar-
ganegaraannya dan tidak bisa 
kembali ke tanah air.

Kisah Sobron Aidit yang 
menjadi eksil di Paris sejak 
1981 hingga wafatnya pada 

2007 menarik untuk ditafa-
kuri. Sekalipun kehilangan 
tanah airnya, dia tetap meng-
hargai dan tidak bisa melupa-
kannya. Untuk menghidup-
kan rasa cinta tanah airnya, 
dia membuka restoran di 
Paris pada 14 Desember 1982 
yang dinamakan Restaurant 
Indonesia.

Dalam buku Melawan den-
gan Restoran (2007) yang 
ditulis Sobron Aidit dan Budi 
Kurniawan, Sobron men-
gatakan dalam asanya yang 
menyiratkan kegetiran ten-
tang maksudnya membuka 
Restoran Indonesia: ’’Semua 
ini kami lakukan demi me-
langsungkan kehidupan di 
pengasingan selama belum 
bisa mudik ke tanah air. Hati, 
jiwa, dan perasaan kami tetap 
di tanah air.’’

Sosok Rivai dan Sobron me-
wakili semangat intelektual 
muda pada masa hidupnya 
yang berupaya menemukan 
serta menjaga jati diri mereka 
sebagai orang Indonesia. Dari 
kisah keduanya, Sumpah Pe-
muda kiranya tidak cukup ha-
nya sebuah tonggak sejarah. 
Sumpah Pemuda sejatinya 
sejarah yang terus berproses 
sebagai perkembangan pemi-
kiran progresif kaum muda 
dalam menjaga rasa cinta 
terhadap tanah air. (Penulis: 
Dosen di departemen sejarah dan 
filologi Universitas Padjadjaran) 
*Jawa Pos

DI Indonesia, isti-
lah yang banyak 
digunakan dan 
berbeda dengan 

sebutan di kebanyakan negara 
lain adalah ’’tanah air’’ –selain 
ibu pertiwi dan Nusantara. 
Bukti historis penggunaan 
tanah air dapat dibaca dalam 
ikrar pertama Sumpah Pemu-
da 1928 yang berbunyi: ’’Kami 
poetra dan poetri Indonesia, 
mengakoe bertoempah darah 
jang satoe, Tanah Air Indo-
nesia.’’

Afinitas Kebangsaan
Pasca kemerdekaan, tanah 

air merupakan bagian dari 
konsep wawasan Nusantara 
Indonesia yang terdiri atas da-
ratan dan lautan. Penggunaan 
tanah air banyak dituangkan 
dalam lagu-lagu kebangsaan 
sebagai wahana membangkit-
kan rasa cinta orang Indonesia 
terhadap negeri kelahirannya. 
Salah satunya lagu Tanah 

Airku karya Saridjah Bintang 
Sudibyo alias Ibu Sud:

Tanah Airku, tidak kulupa-
kan//Kan terkenang, selama 
hidupku//Biarpun saya pergi 
jauh//Tidak kan hilang dari 
kalbu//Tanahku yang kucin-
tai Engkau, kuhargai.

Sumardi dalam biogra-
fi Sarijah Bintang Sudibyo 
(1985) mengisahkan, lagu 
itu diciptakan Ibu Sud untuk 
mengabadikan semangat ke-
bangsaan para pemuda ketika 
peristiwa bersejarah Sum-
pah Pemuda. Tanah Airku 
mengungkapkan suara hati 
bangsa Indonesia terhadap 
tanah airnya. Bukan hanya 
yang di Indonesia, melainkan 
juga mereka yang berdiaspora 
ke mancanegara.

Berbeda dengan kondisi 
sekarang ketika banyak warga 
Indonesia yang bepergian ke 
mancanegara dengan meng-
gunakan –meminjam istilah 
Martin Aleida dalam Tanah 

Rahmat Kurniawan, Jane Lestari Parabak, Helmy Jatmika. SEKRETARIS REDAKSI: Febrianti

OLEH : Prof. Dr. ROMLI ATMASASMITA, S.H., LL.M

HAL ini disebab-
kan di dalam Ki-
tab Undang-Un-
dang Hukum 

Acara Pidana (KUHAP) mau-
pun di dalam UU Tipikor dan 
UU TPPU aquo tidak diatur 
secara rinci dan jelas baik 
mengenai hukum materiil 
maupun hukum formil men-
genai bagaimana norma dan 
prosedur perampasan aset 
tipikor dapat dioptimalkan. 
Di dalam pertimbangan RUU 
Perampasan Aset Tindak Pi-
dana antara lain dikemukakan 
bahwa, (b) perkembangan 
tindak pidana yang bertujuan 
untuk mendapatkan keuntun-
gan ekonomis berpotensi me-
rusak tatanan perekonomian 
nasional sekaligus menguran-
gi kemampuan Pemerintah 
Indonesia dalam mewujudkan 
kesejahteraan umum sehingga 
diperlukan pengaturan men-
genai perampasan aset terkait 
dengan tindak pidana. 

Akan tetapi, RUU Peram-
pasan Aset Tindak Pidana ini 
tidak bertujuan untuk menghu-
kum pelaku/pemilik aset yang 
diduga berasal dari tindak 
pidana sebagaimana dikemu-
kakan dalam Pasal 1 angka 
3: Perampasan Aset Tindak 
Pidana yang selanjutnya dise-
but Perampasan Aset adalah 
upaya paksa yang dilakukan 
oleh negara untuk mengambil 
alih penguasaan dan/atau 
kepemilikan aset tindak pidana 
berdasarkan putusan penga-
dilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetapi tanpa 
didasarkan pada penghuku-
man terhadap pelakunya.

Pola perampasan aset tin-
dak pidana sebagaimana di-
atur di dalam RUU Peram-
pasan Aset Tindak Pidana ini 
menganut perampasan aset 
tindak pidana, dikenal In Rem 
Forfeiutre, dan tidak men-
ganut In Personam Forefeiture 
atau perampasan aset tindak 
pidana berdasarkan putusan 
pengadilan yang berkekuatan 
hukum tetap yang menja-
tuhkan hukuman terhadap 
pelaku tindak pidana/pemilik 
aset tindak pidana yang tidak 
dapat dibuktikan asal-usul 
perolehannya yang sah. 

RUU Perampasan Aset Tin-
dak Pidana menganut pen-
dekatan in-rem forefeiture, 
dalam arti yang dijadikan 
target adalah hanya peram-
pasan aset tindak pidana, 
bukan pelaku tindak pidana 
yang menguasai aset tindak 
pidana. Perampasan aset in-
rem forfeiture tidak bertujuan 
menghukum pelaku tindak 
pidananya. Pola pendekatan 
relatif baru di dalam RUU 
Perampasan Aset Tindak 
Pidana ini merupakan pe-
rubahan mendasar dalam 
strategi pemberantasan tindak 
pidana khususnya dalam 
tindak pidana korupsi yang 
telah berhasil dipraktikkan di 
negara anggota Uni Eropa dan 
Amerika Serikat. 

Perubahan tersebut juga 
mengakibatkan perubahan 

SETELAH Undang-Undang (UU) Tindak 
Pidana Korupsi (Tipikor) (1999/2001) dan UU 
Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) (2010) 
diundangkan telah terbukti bahwa upaya pe-
negakan hukum dalam pemberantasan korupsi 
masih mengalami hambatan, terutama dalam 
hal pengembalian kerugian negara dan pemuli-
han aset tindak pidana secara maksimal. 

Perampasan Aset Tindak 
Pidana dan Pembuktian Terbalik

dalam hukum pidana formil, 
hukum acara perampasan aset 
tindak pidana, yaitu peram-
pasan dilakukan berdasarkan 
prosedur gugatan keperda-
taan yang dilaksanakan oleh 
jaksa perdatun dan tata usaha 
negara (jadatun). 

Di dalam RUU Perampasan 
Aset Tindak Pidana ini, prose-
dur hukum acara perampasan 
dilakukan melalui 4 (empat) 
tahap yaitu: a) penelusuran, 
(b) penghentian transaksi, (c) 
pemblokiran, dan (d) penyi-
taan. Akan tetapi, perampa-
san aset tidak pidana hanya 
dapat dilakukan berdasarkan 
putusan pengadilan yang 
telah berkekuatan hukum 
tetap saja, tanpa didasarkan 
pada penghukuman terhadap 
pelakunya. 

Jaksa pengacara negara 
wajib menyampaikan da-
lil-dalil yang menjadi dasar 
permohonan dan wajib mem-
buktikan bahwa aset yang 
dimohonkan untuk dirampas 
merupakan aset tindak pidana 
(Pasal 37) dan jika terdapat 
pihak yang berkeberatan atas 

pemohonan jaksa pengacara 
negara, diwajibkan pihak 
tersebut mengajukan upaya 
hukum perlawanan. 

Dalam hal alat bukti yang 
diatur dalam RUU Peram-
pasan Aset Tindak Pidana, 
diatur ketentuan mengenai 
alat bukti (baru) yaitu penya-
taan (affidavit) dari penyedia 
layanan dalam hal aset yang 
dimohonkan berupa akun 
atau benda tidak berwujud 
seperti saham. 

Merujuk ketentuan Pasal 
37 di atas, jelas bahwa per-
mohonan perampasan aset 
tindak pidana tidak meng-
hapuskan kewenangan pen-
untutan (Pasal 3) sehingga 
jika dalam penuntutan tindak 
pidana ternyata objek aset 
tindak pidana sama dengan 
aset tindak pidana yang di-
mohonkan untuk dirampas, 
maka permohonan peram-
pasan aset tindak pidana me-
lalui proses gugatan ditunda 
sampai ada putusan pengadi-
lan yang berkekuatan hukum 
tetap terhadap pelakunya. 
Berdasarkan ketentuan seba-

gaimana diuraikan di atas, 
dapat disimpulkan bahwa, 
berdasarkan RUU Peram-
pasan Aset Tindak Pidana, 
permohonan perampasan aset 
non-litigasi atas objek yang 
sama, merupakan sarana ul-
timum remedium, sedangkan 
penuntutan perampasan aset 
tindak pidana melalui litigasi 
merupakan sebagai primum 
-remedium. 

Dengan kata lain, strategi 
penindakan/penghukuman 
dalam norma dan praktik 
pemberantasan tindak pidana 
khususnya tipikor, tetap tidak 
mengalami perubahan secara 
signifikan. Sesungguhnya ke-
tentuan Pasal 32 ayat (1) UU 
Tipikor Tahun 1999/2001 te-
lah mencerminkan perpaduan 
dua model pendekatan dalam 
hal perampasan aset tindak 
pidana korupsi sebagaimana 
ditentukan dalam Pasal 32 (1): 

Dalam hal penyidik me-
nemukan dan berpendapat 
bahwa satu atau lebih unsur 
tindak pidana korupsi tidak 
terdapat cukup bukti, se-
dangkan secara nyata telah 
ada kerugian keuangan ne-
gara, maka penyidik segera 
menyerahkan berkas perkara 
hasil penyidikan tersebut ke-
pada Jaksa Pengacara Negara 
untuk dilakukan gugatan per-
data atau diserahkan kepada 
instansi yang dirugikan untuk 
mengajukan gugatan. (2) Pu-
tusan bebas dalam perkara 
tindak pidana korupsi tidak 
menghapuskan hak untuk 
menuntut kerugian terhadap 
keuangan negara.

Berdasarkan uraian men-
genai RUU Perampasan Aset 
Tindak Pidana jelas bahwa, 
tanpa pembuktian terbalik (re-
versal of burden of proof) ter-
hadap pelaku tindak pidana 
korupsi yang menguasai aset 
diduga berasal dari tipikor, 
perampasan aset tidak akan 
efektif. (Penulis: Guru besar di 
bidang Ilmu Hukum Internasio-
nal di Universitas Padjadjaran) 
**SindoNews.Com
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Kegiatan ini merupakan 
respon terhadap permintaan 
pihak sekolah untuk mem-
berikan materi pendidikan 
yang relevan dengan tantan-
gan yang dihadapi generasi 
muda saat ini.

Dipimpin oleh Pasi Log 
Satgas III Preventif, Iptu I 
Wayan Dharma, kegiatan 
ini bertujuan untuk mem-
berikan edukasi kepada 
siswa tentang bahaya pen-
yalahgunaan obat terlarang, 
bullying dan wawasan ke-
bangsaan.

Dalam sesi tersebut, Iptu 
I Wayan Dharma bersama 
anggotanya menyampaikan 
materi yang menekankan 
pentingnya pemahaman 
tentang ideologi Pancasila, 
serta memberikan pesan 
moral yang bertujuan untuk 
mencegah siswa terpapar 
paham-paham radikal. Ke-
giatan ini diharapkan dapat 
menumbuhkan jiwa nasio-
nalisme dan cinta tanah air 
sejak dini.

Dalam kesempatannya, 

PERSONEL Satgas III Preventif Operasi Madago Raya saat memberikan edukasi kepada siswa ten-
tang bahaya penyalahgunaan obat terlarang, bullying dan wawasan kebangsaan di SDN Pasau yang 
terletak di Desa Tiwaa, Kecamatan Poso Pesisir, pada Sabtu (26/10/2024). FOTO: SATGAS HUMAS 
OPS MADAGO RAYA

Satgas Madago Raya 
Perkuat Wawasan 
Kebangsaan Siswa 

di SDN Pasau Poso Pesisir

SULTENG RAYA - Dalam upaya mendu-
kung pendidikan dan membangun kesada-
ran kebangsaan di kalangan pelajar, Satgas 
III Preventif Operasi Madago Raya men-
gunjungi SDN Pasau yang terletak di Desa 
Tiwaa, Kecamatan Poso Pesisir, pada Sabtu 
(26/10/2024).

AKP Krisno Hergianto 
Songko selaku Pasi Ops 
Satgas III Preventif, menje-
laskan bahwa penting bagi 
generasi muda untuk memi-
liki pemahaman yang kuat 
tentang nasionalisme. 

"Kami dari Satgas III 
Preventif Operasi Madago 
Raya berperan sebagai guru 
bantu di SDN Pasau untuk 
menyampaikan pesan moral 
mengenai bahaya narkoba 
dan menanamkan jiwa na-
sionalisme sehingga dapat 
membentengi siswa dari 
pemahaman radikalisme," 
ujarnya.

Sementara, salah seorang 
guru di SDN Pasau, Arabiya, 
S.Pd, mengungkapkan rasa 
terima kasih kepada Satgas 
III Preventif atas sosialisasi 
yang diberikan. Menurut-
nya, kegiatan ini sangat ber-
manfaat dalam menumbuh-
kan kesadaran siswa akan 
pentingnya cinta terhadap 
tanah air. "Saya berharap, 
semoga siswa-siswa kami 
dapat menerapkan nilai-ni-
lai ini dalam kehidupan 
sehari-hari," tambahnya.

Kegiatan ini diharapkan 
tidak hanya memberikan 
ilmu pengetahuan, tetapi 
juga membentuk karak-
ter siswa menjadi generasi 
yang tangguh dan peduli 
terhadap bangsa.

Dengan pesan-pesan mo-
ral yang disampaikan, Sat-
gas Madago Raya berharap 
para siswa dapat mene-
rapkan nilai-nilai tersebut 
dalam kehidupan sehari-ha-
ri.*/YAT

SULTENG RAYA – Kan-
tor Wilayah Kementerian 
Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Sulawesi Tengah 
(Kanwil Kemenkumham 
Sulteng) terus berkomitmen 
untuk mewujudkan pelaksa-
naan Seleksi Kompetensi 
Dasar (SKD) Calon Pegawai 
Negeri Sipil (CPNS) yang 
transparan, akuntabel dan 
bebas dari praktik kecuran-
gan. Salah satu upaya yang 
dilakukan adalah dengan 
mengimplementasikan te-
knologi pengenalan wajah 
atau face recognition dalam 
proses seleksi.

Dengan memanfaatkan 
teknologi face recognition, 
Kanwil Kemenkumham Sul-
teng berhasil meningkatkan 
keamanan dan integritas 
pelaksanaan SKD. Sistem 
ini berfungsi untuk mem-
verifi kasi identitas peserta 
secara akurat dengan mem-
bandingkan wajah peserta 
yang terdaftar dengan data 
yang ada dalam sistem.

“Penggunaan teknologi 
face recognition ini merupa-
kan langkah untuk men-
cegah terjadinya praktik 

PESERTA CPNS Kemenkumham Sulteng saat menjalani pen-
genalan wajah atau face recognition dalam proses seleksi SKD. 
FOTO: HUMAS KEMENKUMHAM SULTENG

Kemenkumham Sulteng Andalkan 
Face Recognition Cegah Joki di SKD CPNS

joki dalam seleksi CPNS. 
Dengan teknologi ini, kami 
yakin dapat meminimali-
sir risiko kecurangan dan 
memastikan bahwa yang 
mengikuti seleksi adalah 
peserta yang sebenarnya,” 
ujar Hermansyah Siregar, 
Selasa (22/10/2024).

Proses verifikasi wajah 
dilakukan sebanyak dua 

kali, yaitu pada saat regis-
trasi awal dan saat peserta 
mulai mengerjakan soal. 
Hal ini bertujuan untuk 
memastikan bahwa peserta 
yang mengikuti ujian adalah 
orang yang sama dengan 
yang telah mendaftar.

Bersama Badan Kepega-
waian Negara, Biro SDM 
Kemenkumham dan se-

genap Panitia, Hermansyah 
Siregar menegaskan akan 
terus berupaya memastikan 
pelaksanaan seleksi CPNS 
Kemenkumham dengan 
sebaik-baiknya.

“Kita berkomitmen untuk 
terus meningkatkan kua-
litas pelaksanaan seleksi 
CPNS. Dengan adanya te-
knologi face recognition ini, 
diharapkan dapat tercipta 
seleksi yang lebih bersih, 
transparan dan akuntabel, 
kita terus berupaya untuk 
memastikan hal tersebut,” 
tegas Hermansyah Siregar.

Implementasi  tekno-
logi face recognition ini 
mendapat respon positif 
dari peserta seleksi. Nurla-
ko salah satu peserta men-
gapresiasi atas pelaksanaan 
tes SKD yang terstruktur 
dan transparan. 

Ia menilai hal tersebut 
membuatnya menjadi lebih 
tenang dan yakin bahwa 
seleksi tersebut bersih dari 
tindakan koruptif.

“Jadi lebih tenang dengan 
begitu ketatnya pengawasan 
dan registrasi ini, sangat 
baik tentunya,” jelasnya.*/YAT

SULTENG RAYA - Kan-
tor Wilayah Kementerian 
Hukum dan Hak Asasi 
Manusia (Kanwil Kemen-
kumham) Sulawesi Tengah 
(Sulteng) menggelar Focus 
Group Discussion (FGD) 
dengan tema “Orang Asing 
yang Bekerja di Indonesia, 
Haruskah Pemegang ITAS?” 
Acara ini berlangsung pada 
Kamis (17/10/2024) di salah 
satu hotel di Luwuk.

Acara tersebut dihadiri 
oleh perwakilan dari berba-
gai perusahaan besar yang 
beroperasi di Luwuk Bang-
gai seperti Pertamina dan 
Donggi Senoro LNG, Dinas 
Tenaga Kerja dan Transmi-
grasi (Disnakertrans) Luwuk 
Banggai, serta dari Kantor 
Imigrasi Banggai dan Palu.

Kabid Perizinan dan Infor-
masi Keimigrasian Kanwil 
Kemenkumham Sulteng, 
Eben Rifqy Taufan dalam 
kegiatan tersebut membe-
rikan sambutan mengenai 
pentingnya pemahaman 
tentang aturan terkait tena-
ga kerja asing, khususnya 
dalam hal penggunaan Izin 
Tinggal Terbatas (ITAS) bagi 
warga negara asing yang 
bekerja di Indonesia.

Materi yang diberikan 
juga mengenai berbagai 
kemudahan yang diberikan 
pemerintah kepada orang 
asing yang ingin tinggal 
dan bekerja di Indonesia. 
Salah satu poin utama yang 
disampaikan adalah ke-
mudahan pengurusan izin 
tinggal melalui kebijakan 
golden visa yang membe-
rikan keuntungan dan per-
syaratan yang lebih ringan 
bagi warga asing untuk 
mendapatkan izin tinggal di 
Indonesia. Diskusi interaktif 
antara peserta FGD, terma-
suk perwakilan perusahaan 
yang mempekerjakan tenaga 
kerja asing juga menyampai-
kan masukan dan pandan-
gan mengenai aturan yang 
berlaku, serta tantangan 
yang dihadapi perusahaan 
dalam mengelola kebera-
daan tenaga kerja asing di 
lingkungan mereka.

Dalam kesempatan lain, 
Kepala Kantor Wilayah Ke-
menkumham Sulawesi Ten-
gah, Hermansyah Siregar 
menyampaikan apresiasi 

BERPOSE bersama dalam kegiatan FGD yang berlangsung pada 
Kamis (17/10/2024) di salah satu hotel di Luwuk. FOTO: HUMAS 
KANWIL KEMENKUMHAM SULTENG

Kemenkumham Sulteng Gelar 
FGD Tenaga Kerja Asing

atas terselenggaranya Focus 
Group Discussion (FGD) 
yang membahas isu strategis 
terkait tenaga kerja asing. 

Menurutnya, diskusi se-
macam ini sangat penting 
untuk memastikan bahwa 
regulasi tentang tenaga ker-
ja asing, khususnya peng-
gunaan ITAS (Izin Tinggal 
Terbatas), dapat dipahami 
dan diimplementasikan se-
cara tepat oleh semua pihak 
terkait, baik pemerintah 
maupun sektor swasta.

"Kami berkomitmen un-
tuk terus mendukung ter-
ciptanya regulasi yang kon-
dusif bagi tenaga kerja asing 
di Indonesia, namun tetap 
mengedepankan kepatuhan 
terhadap hukum dan atu-
ran yang berlaku. Melalui 
diskusi ini, kami berharap 
dapat mendengarkan ma-
sukan dari berbagai pihak, 
terutama perusahaan yang 
mempekerjakan tenaga kerja 
asing, agar bersama-sama 
kita bisa menciptakan ling-
kungan kerja yang aman, 
legal dan sesuai aturan," ujar 
Hermansyah.

Hermansyah Siregar juga 
mengatakan bahwa penting-
nya peran pemerintah dalam 
memberikan kemudahan, 
seperti golden visa yang 

diharapkan dapat menarik 
lebih banyak tenaga ahli dari 
luar negeri untuk berkontri-
busi terhadap pembangunan 
ekonomi di Indonesia. 

Hermansyah berharap 
diskusi ini dapat menghasil-
kan rekomendasi yang ber-
manfaat bagi penyusunan 
kebijakan yang lebih baik di 
masa mendatang.

"Semoga hasil dari FGD 
ini tidak hanya membantu 
kita memahami tantangan 
yang ada, tetapi juga men-
dorong sinergi antara pihak 

perusahaan, pemerintah dan 
masyarakat dalam menyika-
pi keberadaan tenaga kerja 
asing di Indonesia," jelasnya.

"Diskusi ini diharapkan 
dapat memberikan pemaha-
man yang lebih baik menge-
nai pentingnya penggunaan 
ITAS bagi tenaga kerja asing 
serta mendorong kepatuhan 
terhadap regulasi yang ber-
laku di Indonesia, demi 
menjaga stabilitas dan ke-
lancaran investasi asing di 
wilayah Sulawesi Tengah," 
harap Hermansyah.*/YAT
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(SDM), terutama dalam menghadapi 
tantangan industri yang semakin glo-
bal dan dinamis.

"Kami selalu menekankan pentingn-
ya investasi pada pengembangan SDM. 
Kami percaya bahwa talenta lokal In-
donesia memiliki potensi besar untuk 
bersaing di pasar global, dan melalui 
acara seperti ini, kami berharap dapat 
memberikan mereka kesempatan 
untuk bergabung dengan kami. Kami 
juga ingin menjembatani kebutuhan 
perusahaan dengan ketersediaan 
talenta yang memiliki keterampilan 
lintas budaya," jelas Mellysa dalam ke-
terangan tertulis, Sabtu (26/10/2024) 
di kutip dari Detik.com.

Selain merekrut talenta baru, PT GNI 
juga memanfaatkan acara ini untuk 
memperkenalkan program-program 
pengembangan karier yang dimiliki 
perusahaan.

PT GNI berupaya untuk memberi-

kan pelatihan berkelanjutan bagi kary-
awan baru dan karyawan yang sudah 
bergabung. Hal ini bertujuan untuk 
memastikan mereka terus berkembang 
dan siap menghadapi tantangan di 
masa depan.

"Kami tidak hanya mencari kary-
awan yang siap bekerja, tetapi juga 
berinvestasi dalam pengembangan 
mereka. Melalui program pelatihan 
berkelanjutan, kami ingin memastikan 
bahwa setiap individu yang bergabung 
dengan PT GNI memiliki kesempatan 
untuk meningkatkan keterampilan dan 
karier mereka," tambah Mellysa.

Partisipasi PT GNI dalam Mandarin 
Job Fair 2024 merupakan bagian dari 
strategi jangka panjang perusahaan 
untuk terus meningkatkan kompetensi 
tenaga kerja dan menjalin kolaborasi 
dengan mitra global. Sebagai salah satu 
perusahaan yang terus berkembang, 
PT GNI melihat masa depan perusa-

haan bergantung pada kemampuan 
untuk beradaptasi dengan dinamika 
pasar global yang terus berubah.

"Kami optimis bahwa melalui inisia-
tif-inisiatif seperti ini, kami dapat me-
nemukan talenta-talenta terbaik yang 
siap bergabung dengan kami untuk 
menghadapi tantangan industri masa 
depan. Kami percaya bahwa keberag-
aman keahlian dan pengalaman lintas 
budaya adalah kunci sukses dalam 
industri hilirisasi ini," kata Mellysa.

PT GNI berharap dapat menjadi 
jembatan yang menghubungkan ta-
lenta Indonesia dengan pasar kerja 
internasional yang semakin kompetitif. 
Kolaborasi dengan mitra internasio-
nal diharapkan juga dapat membuka 
peluang lebih luas bagi tenaga kerja 
Indonesia untuk mendapatkan pen-
galaman kerja di lingkungan multikul-
tural dan memperkuat keterampilan 
mereka. *VAN

Anas dan Yapit Sapta Putra dan Tim, Pj 
Bupati Banggai Kepulauan, Ihsan Basir 
SH.,LL.M, dan Tim, Subkoordinator 
Harga Gas Bumi Ditjen Migas, Ahmad 
Luthfi dan Tim, Executive General 
Manager PT Pertamina Patra Niaga 
Regional Sulawesi, Fanda Chrismianto 
dan Tim, serta dari Koramil 1308-10/
Salakan dan juga Kejaksaan Negeri 
Banggai Kepulauan.

Executive General Manager Perta-
mina Patra Niaga Regional Sulawesi, 
Fanda Chrismianto menjelaskan Perta-
mina berupaya menyalurkan energi ke 
seluruh pelosok terutama di wilayah 
Sulawesi yang secara geografis memi-
liki banyak tantangan baik infrastruk-
tur dan akses yang terbatas.

“Pada acara peresmian serentak yang 
dilakukan hari ini, kami meresmikan 8 
lokasi SPBU Kompak yang melaksana-
kan program BBM Satu Harga di Pulau 
Sulawesi, yang satu diantaranya  berada 
di Sulawesi Tengah Kabupaten Banggai 
Kepulauan, tiga di Sulawesi Selatan, 
satu di Sulawesi Tenggara, dua di Sula-
wesi Barat dan satu di Sulawesi Utara,” 
ucapnya saat di lokasi acara.

Fanda menjelaskan, program prio-
ritas pemerintah pusat ini sebagai up-
aya untuk menciptakan sektor energi 
berkeadilan hingga pelosok negeri, 
dengan harapan dapat berimbas positif 
terhadap daya beli dan perekonomian 
masyarakat di daerah 3T.

“Program BBM Satu Harga ini ber-
tujuan memberikan keadilan bagi se-
luruh masyarakat Indonesia terkhusus 
wilayah Sulawesi dengan mewujudkan 
SPBU 3T yang merupakan suatu tugas 
mulia untuk menghadirkan energi 
kepada masyarakat dalam memenuhi 
kebutuhan keseharian yang belum 
pernah masyarakat pelosok rasakan 
dengan mudah untuk mendapatkan 
bahan bakar dan harga yang sama 
dengan diperkotaan,” imbuh Fanda.

Jenis SPBU BBM Satu Harga salah 
satunya adalah SPBU Kompak yaitu 

SPBU yang melakukan kegiatan ope-
rasional penyimpanan BBM didalam 
tangki timbun dan distribusinya meng-
gunakan mesin dispenser dengan jenis 
BBM yang dijual di SPBU Kompak te-
rutama Solar dan Pertalite bersubsidi.

Pada acara yang sama, Wahyudi 
Anas mengatakan, program yang dica-
nangkan Presiden sejak tahun 2017 ini 
akan terus dilanjutkan, semoga dengan 
mendekatkan akses BBM di masyara-
kat melalui program BBM Satu Harga 
ini akan meringankan masyarakat atas 
beban pembelian BBM yang sebelum-
nya jauh di atas SPBU dan diharapkan 
masyarakat lebih efisien memperoleh 
BBM dan mendukung pergerakan 
ekonomi di daerah 3T,” pungkasnya.

Pj. Bupati Banggai Kepulauan, 
Ihsan Basir SH.,LL.M menyambut 
baik program BBM Satu Harga yang 
diresmikan saat ini, Ini merupakan 
program yang sangat baik, sehingga 
masyarakat dapat merasakan harga 
yang sama dengan wilayah lain, tidak 
lagi lebih mahal. 

“Saya selaku perwakilan dari Pe-
merintah dan masyarakat Kabupaten 
Banggai mengucapkan terima kasih 
atas terwujudnya SPBU di Kecamatan 
Tinangkung Selatan ini, diharapkan 
dari kebijakan BBM Satu harga ini 
dapat mewujudkan kemandirian eko-
nomi dengan menggerakkan sektor-
sektor ekonomi domestik yang diikuti 
dengan penurunan harga sembako, 
peningkatan kualitas pendidikan dan 
kesehatan khususnya masyarakat Ka-
bupaten Banggai yang mana aksesnya 
cukup terbatas untuk mendapatkan 
BBM,” ujarnya.

Fanda menyebutkan jumlah realisasi 
BBM Satu Harga di Sulawesi sejak ta-
hun 2017 hingga Oktober 2024 Pertami-
na Patra Niaga Regional Sulawesi telah 
mengoperasikan 58 lembaga penyalur 
BBM Satu Harga yang tersebar di wila-
yah Sulawesi yaitu di Sulawesi Utara 
sebanyak 13 titik, Gorontalo sebanyak 

5 titik, Sulawesi Tengah sebanyak 23 
titik, Sulawesi Barat sebanyak 5 titik, 
Sulawesi Tenggara sebanyak 5 titik, 
dan Sulawesi Selatan sebanyak 5 titik

Terakhir Fanda menambahkan di 
beberapa wilayah, proses distribusinya 
memerlukan berbagai moda trans-
portasi baik darat, air, dan udara sebe-
lum BBM bisa dinikmati masyarakat.

“Ini merupakan tantangan yang luar 
biasa, dan program BBM Satu Harga 
ini menjadi amanah dan kontribusi 
Pertamina dalam menyediakan energi 
di seluruh pelosok negeri, tidak terk-
ecuali di wilayah 3T di wilayah Sula-
wesi, Ini adalah upaya berkelanjutkan 
demi mewujudkan availability, acces-
sibility, dan affordability energi bagi 
saudara kita ” tutupnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT 
Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan 
mengatakan, sejak tahun 2017 hingga 
September 2024, Pertamina Patra 
Niaga telah mengoperasikan 542 lem-
baga penyalur BBM Satu Harga yang 
tersebar di Sumatera sebanyak 84 titik, 
Kalimantan 108 titik, Sulawesi 58 titik, 
Nusa Tenggara 98 titik, Maluku 78 titik 
dan Papua 111 titik, serta Jawa dan Bali 
sebanyak 5 titik. 

Hingga akhir tahun 2024, ditarget-
kan sebanyak 573 titik lembaga pen-
yalur BBM Satu Harga dioperasikan 
oleh Pertamina Patra Niaga.

 "Kami berkomitmen hingga akhir 
tahun 2024, target 71 titik BBM Satu 
Harga pada 2024 ini dapat terselesai-
kan tepat waktu," ucap Riva.

“Kami juga berterima kasih atas 
dukungan Kementerian ESDM, BPH 
Migas, Pemerintah Daerah dan se-
luruh stakeholder terkait yang telah 
berkolaborasi dalam mewujudkan dan 
memastikan penyaluran BBM Satu 
Harga berjalan dengan lancar sehingga 
multiplier effect bagi masyarakat atas 
kehadiran energi ini dapat dirasakan 
oleh seluruh masyarakat Indonesia,” 
pungkas Riva. *WAN

Melansir Antara, Ketua Tim Prediksi 
dan Peringatan Dini Cuaca Fenomena 
Khusus BMKG, Miming, mengatakan 
bahwa kondisi suhu panas maksimum 
lebih dari 37-37,8 derajat Celsius terdeteksi 
menerpa wilayah Majalengka di Jawa 
Barat, Semarang di Jawa Tengah hingga 
Bima di Nusa Tenggara Barat yang sudah 
berlangsung dalam 24 jam terakhir.

Menurut BMKG kondisi ini masih 
berkaitan dengan tutupan awan yang 
minim dan pergerakkan semu Matahari 
yang berada di atas khatulistiwa. Namun 
begitu, berdasarkan pengamatan lembaga 
kondisi ini masih dalam kategori biasa 
yang tidak berdampak pada perubahan 
musim di Indonesia.

Ciri peralihan musim
BMKG mengatakan bagian selatan 

khatulistiwa, termasuk pulau Jawa hingga 
Nusa Tenggar, masih merasakan cuaca 
panas 'mendidih' pada siang hari dalam 
beberapa waktu terakhir.

"Dalam beberapa waktu terakhir ini 
sejumlah wilayah di selatan Indonesia 
terutama Pulau Jawa, Bali, dan Nusa 
Tenggara mengalami cuaca panas pada 
siang hari yang diikuti dengan turunnya 
hujan pada sore hingga malam hari," tulis 
BMKG dalam keterangannya beberapa 
waktu lalu.

BMKG menjelaskan kondisi tersebut 
merupakan salah satu ciri masa peralihan 
musim, yakni pola hujan yang biasa terjadi 
pada sore hingga menjelang malam hari 
didahului oleh udara panas dan terik pada 
pagi hingga siang hari.

Untuk mengurangi dampak suhu panas 
tersebut, BMKG mengimbau masyarakat 
untuk mengonsumsi air minum secara 
cukup dan teratur agar terhindar dari 
dehidrasi, terutama saat melaksanakan 
aktivitas di luar ruangan.

Kemudian, gunakan pelindung seperti 
topi atau payung untuk melindungi kepala 
dan bagian tubuh atas, kacamata hitam 
untuk melindungi mata, bila perlu meng-
gunakan tabir surya untuk melindungi 
kulit dari paparan sinar Ultra Violet (UV).

BMKG juga mewanti-wanti agar ma-
syarakat tidak sembarangan membakar 
apapun di lahan kosong dalam kawasan 
hutan dan penampungan sampah. Di 
sisi lain, pemerintah daerah diharapkan 
dapat melakukan penyiraman darat demi 
mengurangi potensi kebakaran akibat te-
rik Matahari di kawasan hutan dan lahan 
maupun tempat sampah.

Daftar daerah terpanas
Berdasarkan analisa tim ahli meteoro-

logi BMKG pada Senin (28/10), tercatat 

suhu panas tertinggi melanda wilayah 
Larantuka, Flores Timur, Nusa Tenggara 
Timur yang mencapai 38,4 derajat Celsius. 

Berikut daftarnya

1. Flores Timur, Nusa Tenggara Timur
	 Menurut pantauan Stasiun Meteorologi 

Gewayantana, suhu daerah ini menca-
pai 38,4 derajat Celsius.

2. Surabaya, Jawa Timur
	 Menurut pantauan Stasiun Meteorologi 

Perak I, suhu maksimum mencapai 37,8 
derajat Celsius. Sementara, pantauan di 
Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung 
perak, suhu tembu 37,4 derajat Celsius.

3. Majalengka, Jawa Barat
	 Menurut pantauan Stasiun Meteorologi 

Kertajati, suhu maksimum di wilayah 
tersebut mencapai 37,4 derajat Celsius.

4. Bima, Nusa Tenggara Timur
	 Menurut pantauan Stasiun Meteorologi 

Sultan Muhammad Salahuddin,  suhu 
maksimum di wilayah tersebut men-
capai 37 derajat celcius.

5. Lampung Selatan, Lampung
	 Menurut pantauan Stasiun Meteoro-

logi Radin Inten II, suhu maksimum di 
wilayah tersebut mencapai 36,4 derajat 
Celsius.

6. Bulungan, Kalimantan Utara
	 Menurut pantauan Stasiun Meteorologi 

Tanjung Harapan, suhu maksimum di 
wilayah tersebut mencapai 35,8 derajat 
Celsius.

7. Sikka, Nusa Tenggara Timur
	 Menurut pantauan Stasiun Meteorologi 

Fransiskus Xaverius Seda, suhu maksi-
mum di wilayah tersebut mencapai 35,8 
derajat Celsius.

8. Sidoarjo, Jawa Timur
	 Menurut pantauan Stasiun Meteorologi 

Juanda, suhu maksimum di wilayah 
tersebut mencapai 35,6 derajat Celsius.

9. Pekanbaru, Riau
	 Menurut pantauan Stasiun Meteorologi 

Sultan Syarif Kasim II, suhu maksimum 
di wilayah tersebut mencapai 35,5 dera-
jat Celsius.

10. Palembang, Sumatera Selatan
Menurut pantauan Stasiun Meteorologi 
Mahmud Badaruddin II, suhu maksi-
mum di wilayah tersebut mencapai 35,4 
derajat Celsius. CNN

"Kami tentu mengupayakan bahasa Buol 
segera masuk dalam kurikulum wajib 
pada jenjang pendidikan ditingkat SD, 
SMP dan SMA," katanya.

Ia menuturkan pentingnya semua pihak 
termasuk dewan adat dan tokoh budaya 
dalam melestarikan bahasa daerah tersebut.

"Pelestarian bahasa daerah menjadi 
bagian penting yang perlu mendapat 
perhatian serius," ucapnya.

Dinas Pendidikan Kabupaten Buol 
mengambil peran dengan memastikan 
pembelajaran bahasa daerah masuk dalam 
kurikulum wajib, sehingga sekolah-seko-
lah ada pelajaran bahasa daerah.

"Harapannya dengan ada pembelajaran 
bahasa daerah Buol maka generasi muda 
bisa mempelajarinya di tengah-tengah 
masyarakat," sebutnya.

Menurutnya, saat ini pemerintah daerah 

sudah mulai menyiapkan tenaga pendidik 
dan bahan ajar untuk kurikulum bahasa 
daerah tersebut.

"Untuk melestarikan bahasa Buol maka 
tahun depan kita sudah mewajibkan 
bahasa daerah untuk dipelajari di semua 
tingkatan pendidikan," ujarnya.

Ia menjelaskan pembelajaran bahasa 
daerah Buol merupakan hal yang penting 
sebab dengan cara ini dapat melatih dan 
memastikan generasi muda Kabupaten 
Buol tidak melupakan bahasa daerah 
apalagi dengan adanya arus modernisasi 
yang begitu kuat.

"Intinya program ini juga akan meli-
batkan Dewan adat dan tokoh budaya di 
Kabupaten Buol sehingga bisa ikut terlibat 
dalam memberikan saran dan masukan 
dalam memaksimalkan pembelajaran 
bahasa daerah itu," tuturnya. ANT

Oleh sebab itu kalangan muda ber-
minat memanfaatkan kanal tersebut, 
sekaligus menjadi wadah mereka 
dalam mempelajari bisnis sekuritas. 

“Tahun 2023 jumlah investor pasar 
modal Sulteng berada di angka 76.918 
SID, kemudian sejak Januari hingga 
September 2024 jumlah tersebut men-
jadi 111.684 SID, tidak menutup ke-
mungkinan jumlah ini terus bergerak 
naik hingga akhir tahun 2024,” ujarnya.

  Ia mengemukakan kalangan usia 
26-30 tahun berada di posisi kedua 
dengan jumlah 6.742 SID atau 25 per-
sen, disusul usia 31-40 6.518 SID atau 
24 persen dan usia 41-100 sekitar 3.500 
SID atau 13 persen. 

Kemudian secara spesifik daftar in-
vestor berdasarkan pekerjaan, swasta 
berada di peringkat atas dengan jum-
lah 8.179 SID atau 32 persen, kemudian 
pelajar sebanyak 6.918 SID atau 25 

persen, kalangan pengusaha 4.198 SID 
atau 15 persen, dan sisanya dari kalan-
gan TNI/Polri, ASN, Guru, pensiunan 
serta ibu rumah tangga.

 “BEI sebagai pihak yang menyedia-
kan infrastruktur bursa efek, juga memi-
liki peran mengedukasi masyarakat 
tentang investasi dan transaksi supaya 
masyarakat memiliki pemahaman yang 
utuh sehingga tidak terjerumus ke dalam 
investasi bodong,” tutur Putri. ANT

Ia mengadukan Muh. Ridwan Daeng 
Nusu, Mansur, Roni Matindas, Alfred 
Sabintoe, dan Dewi Yul Nawawi (Ketua 
dan anggota KPU Kabupaten Poso) 
sebagai Teradu I sampai Teradu V.

Turut diadukan anggota KPU Pro-
vinsi Sulawesi Tengah Christian Adi-
putra Oruwo sebagai Teradu VI.

Teradu I sampai Teradu V didalilkan 
melakukan penggantian Pengadu se-
bagai calon terpilih DPRD Kabupaten 
Poso periode 2024–2029 yang telah di-

tetapkan sebelumnya secara nasional.
Sedangkan Teradu VI didalilkan me-

langgar kode etik karena memberikan 
jawaban secara pribadi terkait nama 
calon terpilih DPRD Kabupaten Poso.

Sidang etik itu turut dihadiri ketua 
dan anggota KPU Sulteng, ketua dan 
anggota Bawaslu Sulteng, serta ketua 
dan anggota Bawaslu Kabupaten Poso 
sebagai pihak terkait.

Hadir pula anggota KPU RI Id-
ham Holik sebagai pihak terkait dan 

principal atau pengadu Rofiqoh Is 
Machmoed.

Sementara itu, dalam petitumnya, 
kuasa hukum pengadu meminta ke-
pada majelis pemeriksa DKPP un-
tuk dapat mengabulkan pengaduan 
pengadu untuk seluruhnya.

Menyatakan para Teradu I hingga VI 
telah melanggar kode etik penyeleng-
gara pemilihan umum, serta membe-
rikan sanksi berat kepada Teradu  I 
hingga VI. ANT

SULTENG RAYA - Kejaksaan 
Agung menetapkan mantan Menteri 

Perdagangan Thomas Trikasih Lembong 
atau Tom Lembong sebagai tersangka 
dalam kasus korupsi penyalahgunaan 

wewenang impor gula.

Direktur Penyidikan Jaksa 
Agung Muda Bidang Tindak 
Pidana Khusus Abdul Qo-

har mengatakan pihaknya 
telah memiliki alat yang 
cukup untuk menetapkan 

Tom menjadi tersangka.
Tersangka lainnya adalah 

CS eks direktur pada PT 
Perusahaan Perdagangan 
Indonesia (PPI).

"Menetapkan status saksi 
terhadap dua orang menjadi 
tersangka karena telah me-
menuhi alat bukti. Adapun 
yang bersangkutan adalah 
TTL sebagai mantan Menteri 
Perdagangan. Kedua atas 

nama CS selaku Direktur 
pengembangan bisnis pada 
PT PPI," kata Qahar, Selasa 
(29/10).

Sebelumnya, Tom Lem-
bong  adalah Menteri Per-
dagangan Indonesia dari 
12 Agustus 2015 hingga 27 
Juli 2016. Dia juga pernah 
menjabat sebagai Kepala 
Badan Koordinasi Pena-
naman Modal (BKPM) di 

Kejagung Tetapkan Tom Lembong 
Tersangka Kasus Impor Gula

periode pertama Presiden 
Joko Widodo.

Kejagung menyatakan 
pihaknya tengah mengu-
sut kasus dugaan korupsi 
berupa penyalahgunaan 
wewenang dalam kegiatan 
impor gula oleh Kemen-
dag.

Mantan Direktur Penyi-
dikan Jaksa Agung Muda 
Bidang Tindak Pidana 

Khusus Kuntadi mengata-
kan dugaan penyalahgun-
aan wewenang tersebut di 
antaranya dilakukan dalam 
rangka pemenuhan stok 
gula nasional dan stabili-
sasi harga gula nasional.

Dalam kasus tersebut, 
Kuntadi mengatakan Ke-
mendag diduga telah mela-
kukan perbuatan melawan 
hukum dengan mener-

bitkan persetujuan impor 
gula kristal mentah (GKM) 
untuk diolah menjadi gula 
kristal putih (GKP) kepada 
pihak-pihak yang tidak 
berwenang.

"Selain itu Kemendag 
juga diduga telah membe-
rikan izin impor yang me-
lebihi batas kuota maksi-
mal yang dibutuhkan oleh 
pemerintah," jelasnya. CNN

KEJAKSAAN 
Agung menetap-
kan mantan 
Menteri Perda-
gangan Thomas 
Trikasih Lem-
bong sebagai 
tersangka dalam 
kasus korupsi 
penyalahgun-
aan wewenang 
impor gula. FOTO: 
CNN INDONESIA/AN-
DRY NOVELINO
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Hal ini dipastikan oleh 
Menteri Sekretaris Negara 
(Mensesneg) Prasetyo Hadi 
yang menyebut program 
makan bergizi gratis ter-
sebut akan dimulai pada 
Januari 2025. "Makan bergizi 
salah satu yang menjadi 
program prioritas beliau. 
Insyaallah mulai Januari 
sudah akan bisa dilaksana-
kan," kata Prasetyo kepada 
wartawan di Akademi Mili-
ter (Akmil) Magelang, Jawa 
Tengah, Ahad (27/10/2024).

Program makan bergizi 
gratis ini adalah sebuah 
inisiatif yang bertujuan un-
tuk menyediakan makanan 
sehat dan bergizi kepada 
kelompok yang membu-
tuhkan, dengan fokus pada 
anak-anak atau kelompok 
rentan lainnya.

Namun, jelang dua bulan 
dari pelaksanaanya secara 
nasional program ini be-
lum ada pemberitahuan 
atau instruksi dan petunjuk 
teknis dari pemerintah ke 
sekolah-sekolah yang ada di 
Kota Palu. 

“Sampai saat ini kita 
masih menunggu intruk-
si dan petunjuk teknisnya 
dari pemerintah, seperti 
apa nantinya,”sebut Kepala 
SMPN 1 Palu, Yusri, Rabu 
(30/10/2024).

Salah satu petunjuk tek-
nis yang dimaksud adalah 
sumber pembiayaan, apakah 
melekat di dana BOS atau 
tidak, termasuk penyedia 
makanannya apakah diser-
ahkan ke sekolah, orang tua 
peserta didik, atau bahkan 
diserahkan ke vendor. Pas-

Yusri

Program Makan 
Bergizi Gratis, 
Kepsek di Palu 

Tunggu Instruksi 
dan Jukdis

SULTENG RAYA- Program makan bergizi 
gratis yang digadang-gadang akan segera 
direalisasikan oleh pemerintahan Prabowo 
Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada 
bulan Januari 2025.

tinya sebut Yusri, sekolah 
siap melaksanakan instruksi 
dari pemerintah.

Namun Ia berharap, sum-
ber pembiayaan program itu 
jangan sampai berasal dari 
dana BOS, karena jika dari 
dana BOS akan menggang-
gu pembiayaan lain yang 
selama ini hanya bergantung 
dari dana BOS. 

Hal yang sama diutarakan 
Kepala SMPN 4 Palu, Hj. 
Farida juga mengaku hingga 
saat ini masih menunggu 
informasi dari pemerintah, 
termasuk petunjuk teknis-
nya. Namun ia memastikan 
jika sekolah yang dipimpin-
nya itu sudah sangat siap 
jika program itu sudah jalan.

Termasuk jika nantinya 
pengadaan makanannya di 
serahkan ke sekolah, seba-
gai peraih predikat sekolah 
sehat ini akan memberda-
yakan kantin dan koperasi 
yang ada di sekolah itu. 
“Kalau itu kami siap, kami 
punya kantin dan koperasi, 
higienis dan gizi sudah pasti 
terjamin, kami ini sekolah 
sehat,”sebut Hj. Farida. 

Jika diserahkan ke orang 
tua peserta didik juga dinilai 
bagus, karena yang menye-
diakan makanan anak-anak 
adalah orang tuanya sendiri, 
hanya saja tentu harus bisa 
dikontrol dan diarahkan 
menu makanannya setiap 
hari agar gizinya tetap ter-
jamin. 

Tapi jika diserahkan ke 
vendor, hal ini yang dinilai 
sangat beresiko dan  peme-
rintah harus betul-betul bisa 
mengontrol, mulai dari sisi 
jumlah, higienis dan gizi. 
Karena mereka ini adalah 
pihak ketiga yang secara 
prefesional adalah pengusa-
ha yang mencari keuntun-
gan. “Jangan sampai tidak 
higienis, habis makan anak-
anak sakit perut semua, ini 
yang harus dijaga dan harus 
dipastikan hal itu tidak terja-
di,”pesan kepsek. ENG

Farida

SULTENG RAYA-Peme-
rintah tengah menyiapkan 
program wajib belajar 13 
tahuh. Program itu akan 
mewajibkan seluruh anak 
Indonesia mengenyam pen-
didikan sejak dari Taman 
Kanak-kanak (TK) hingga 
Sekolah Menengah Atas 
(SMA). 

Menteri Pendidikan Dasar 
dan Menengah (Mendik-
dasmen) Prof. Abdul Mu'ti 
mengatakan, saat ini pihak-
nya masih melakukan pen-
dataan TK dan Kelompok 
Bermain (KB). 

"Kami masih akan men-
data lagi karena sekarang 
kan usia dini itu ada dua 
kategori satu adalah TK se-
bagai pendidikan usia dini 
yang formal, kemudian ke-
lompok-kelompok bermain 
yang itu jumlahnya juga 
sangat," kata Prof. Mu'ti di 
Kantor Kemendikdasmen, 

Senin (28/10/2024).
Prof. Mu'ti mengatakan, 

saat ini pihaknya memper-
siapkan penataan TK, KB 
dan juga Daycare untuk 
menghindari segala macam 
permasalah pengelolaan 
anak. Dalam penataannya, 
Prof. Mu'ti ingin para pe-
kerja du Daycare bisa men-
gerti tentang psikologi dan 
juga perkembangan motorik 
anak.

"Kita ingin juga yang be-
kerja di daycare ini juga 
mengerti bagaimana psiko-
logi anak, kemudian bagai-
mana perkembangan-per-
kembangan motoriknya 
dan sebagainya," ujarnya. 
"Sehingga mereka tidak 
sekedar mendampingi atau 
sekedar misalnya hal-hal 
yang sifatnya nursery gitu," 
lanjut dia

Prof. Mu'ti berpandangan, 
dengan para pekerja Dayca-

re yang mengerti psikologi 
anak dan semua perkem-
bangan anak akan mencegah 
anak mendapatkan pola 
asuh yang salah. 

Pola asuh yang salah, kata 
Prof. Mu'ti, juga akan ber-
dampak pada perkrmban-
gan jiwa dan fisik anak ke 
depannya. “Salah ngasuh 
anak juga dampanya bisa 
sangat fatal untuk perkem-
bangan kejiwaannya, per-
kembangan fisiknya," jelas 
Prof. Mu'ti.

Prof. Mu'ti juga menegas-
kan, bahwa TK dan kelom-
pok bermain juga menjadi 
perhatian Presiden Prabowo 
Subianto. Utamanya jika 
berbocara soal stunting. 
'Seringkali anak-anak tidak 
mendapatkan hasil penggi-
zian baik, tidak mendapat-
kan bimbingan yang baik," 
pungkas Prof. Abdul Mu'ti. 
KPS

SULTENG RAYA-Pro-
gram Studi (Prodi) Fisio-
terapi, Program Pendidikan 
Vokasi, Universitas Indone-
sia (UI) menciptakan senam 
dismenore untuk mengatasi 
nyeri sendi saat menstru-
asi pada remaja putri di 
Madrasah Aliyah Swasta 
Yatashi Kota Bogor.

Dismenore didefinisikan 
sebagai kram menstrua-
si yang menyakitkan dan 
menjadi salah satu ganggu-
an ginekologi yang paling 
umum di kalangan wanita 
usia produktif.

Ketua tim pengabdi, Fai-
zah Abdullah, S.St., S.Ft., 
M.Biomed.,di Depok, Rabu 
(30/10/2024), mengatakan 
meskipun tingkat prevalen-
sinya yang tinggi, kondisi 
dismenore kerap kali tidak 
ditangani dengan baik dan 
diabaikan, mengingat ba-
nyak wanita muda yang 
lebih memilih diam tanpa 
mencari pendekatan medis.

Hal ini dikarenakan ang-
gapan bahwa dismenore 
merupakan suatu kondisi 
yang memalukan dan tabu. 
Selain itu, banyak anggapan 
masyarakat awam bahwa 
nyeri sebagai respons yang 
tak terelakkan terhadap 
menstruasi yang harus di-
toleransi.

Faizah menambahkan 
bahwa edukasi senam ter-
sebut bertujuan memberikan 
pemahaman dan kesadaran 

kepada masyarakat akan 
pentingnya kesehatan wa-
nita, terutama pada masa-
lah dismenore. “Edukasi 
ini sebagai langkah untuk 
meningkatkan kesadaran 
akan pentingnya kesehatan 
wanita," kata Faizah.

Berdasarkan pengambi-
lan data yang sudah kami 
lakukan sebelum memulai 
acara pada siswi MA Yatashi 
Kota Bogor, sebanyak lebih 
dari 60 persen mengalami 
dismenore yang berdampak 
pada aktivitas dan kualitas 
hidup. Selain berdampak 
pada kesehatan fisik, dis-
menore sering kali secara 
signifikan mengurangi ku-
alitas hidup dan produkti-
vitas wanita muda, bahkan 
menjadi alasan absen di 
sekolah, pekerjaan, dan akti-
vitas lainnya. Kegiatan terse-
but merupakan bagian dari 
program pengabdian masy-
arakat (pengmas) bernama 
Sepanjang Hayat Bergerak 
Bersama Fisioterapi (Sehat 
Bestari). 

Program ini merupakan 
wujud kontribusi nyata 
peran fisioterapi dalam men-
gatasi keluhan kesehatan di 
masyarakat, salah satunya 
pada bidang kesehatan pe-
rempuan dan reproduksi.

Hal tersebut didukung 
oleh data Riset Kesehatan 
Dasar (Riskesdas) Kemente-
rian Kesehatan RI pada 2018 
yang menunjukkan preva-

PROGRAM Studi (Prodi) Fisioterapi, Pendidikan Vokasi, UI memperagakan senam dismenore untuk mengatasi nyeri sendi saat men-
struasi kepada remaja putri di Madrasah Aliyah Swasta Yatashi Kota Bogor. FOTO: ANT

Mahasiswa UI Ciptakan Senam Dismenore Atasi Nyeri Sendi Menstruasi

lensi dismenore di Indone-
sia mencapai 64,25 persen, 
yang terdiri dari dismenore 
primer sebesar 54,89 persen 

dan dismenore sekunder 
sebesar 9,36 persen.

Penyuluhan tersebut, 
menurut Faizah, bertujuan 

untuk menumbuhkan kesa-
daran bahwa nyeri yang 
selama ini remaja putri rasa-
kan tersebut merupakan 

masalah kesehatan yang bisa 
diatasi dengan melakukan 
tindakan sederhana, seperti 
senam yang spesifik untuk 

kasus dismenore.
Senam yang diciptakan 

mahasiswa Prodi Fisioterapi 
tersebut menyeluruh ke ba-
gian tubuh, tetapi berfokus 
pada core muscle.

Senam ini dapat dilaku-
kan sehari sekali dan sebe-
lum masa periode haid den-
gan waktu lebih kurang 6-7 
menit per sesi dan diulang 
sebanyak dua kali.

Selain itu, senam pence-
gahan nyeri haid tersebut 
dapat dilakukan secara man-
diri dan boleh dilakukan 
setiap perempuan yang ma-
sih mengalami menstruasi.

Antusiasme remaja putri 
yang ikut serta dalam kegi-
atan ini cukup tinggi, terlihat 
dari banyaknya pertanyaan 
dan interaksi peserta.

Direktur Program Pen-
didikan Vokasi UI, Padang 
Wicaksono, S.E., Ph.D, men-
gatakan bahwa rangkaian 
kegiatan pengmas yang dila-
kukan dosen dan mahasiswa 
Prodi Fisioterapi di sejumlah 
wilayah merupakan langkah 
konkret dalam meningkat-
kan kualitas hidup dan ke-
sehatan masyarakat.

“Melalui berbagai kegi-
atan pengmas tersebut, kami 
berharap agar masyarakat 
mendapatkan manfaat se-
cara langsung dan mene-
rapkan edukasi yang dibe-
rikan ke dalam kehidupan 
sehari-hari mereka,” kata 
Padang.ANT

Abdul Mu'ti

Siapkan Wajib Belajar 13 Tahun, 
Mendikdasmen Akan Tata TK dan "Daycare"

SULTENG RAYA-Figo 
Alief Akbar menatap tajam 
ke arah layar laptop yang 
menampilkan diagram uji 
dyno skuter matik berwarna 
hitam pada bengkel konver-
si sepeda motor listrik yang 
berada dalam lingkungan 
Sekolah Menengah Kejuru-
an Negeri (SMKN) 3 Mata-
ram di Kota Mataram.

Tangan kiri siswa kelas XII 
itu bertumpu pada behel jok 
belakang, sedangkan tangan 

kanannya memegang bodi 
kanan sepeda motor. Mata 
Figo cekung dan memer-
ah ketika mengamati data 
satuan kecepatan perputa-
ran mesin yang bergerak 
dinamis. "Sekarang motor 
sedang diuji, apakah tenaga-
nya sesuai standar atau tidak 
dan apakah ada kerusakan 
atau tidak. Kalau tidak ada 
masalah, sepeda motor hasil 
konversi dinyatakan aman 
dan siap jalan," ujarnya, saat 

ditemui di sela kesibukan 
mengikuti lokakarya kon-
versi sepeda motor di SMKN 
3 Mataram, Kota Mataram, 
Nusa Tenggara Barat, 16 
Oktober 2024.

Skuter matik yang se-
dang dikerjakan itu adalah 
unit percontohan untuk 
lokakarya konversi sepeda 
motor. Total ada enam unit 
skuter matik yang berada 
di dalam bengkel, namun 
hanya tiga unit yang saat itu 

GURU otomotif Rezal Muchin Jasin memberikan materi identifikasi kerusakan sepeda motor listrik 
kepada peserta lokakarya. FOTO: ANT

Mencetak Teknisi Andal Kendaraan 
Listrik Dari Sekolah Vokasi

menjadi barang percontohan 
untuk diutak-atik siswa.

Figo sudah dua kali men-
gikuti program pelatihan 
konversi sepeda motor ber-
bahan bakar minyak menja-
di sepeda motor listrik.

Kegiatan pelatihan per-
tamanya berfokus hanya 
bongkar dan pasang mesin 
pada Desember 2023. Ke-
mudian, pelatihan kedua 
berlangsung pada Oktober 
2024, lebih spesifik terhadap 
standar operasional prose-
dur hingga memproduksi 
bagian-bagian tertentu un-
tuk kebutuhan konversi, 
seperti kabel bodi.

Dari dua pelatihan terse-
but, kini pemuda berusia 18 
tahun itu semakin mema-
hami seluk beluk konversi 
energi yang ada pada ken-
daraan roda dua. Sepeda 
motor listrik lebih mudah 
ditangani ketimbang sepeda 
motor konvensional berba-
han bakar bensin karena me-
sinnya tidak terlalu rumit.

Komponen terpenting 
sepeda motor listrik adalah 
baterai dan controller yang 
berfungsi mengatur aliran 
daya listrik ke baterai.

Figo bergeming menden-
garkan pemaparan gurunya 
yang menjelaskan tentang 
setiap komponen kendaraan 
listrik hasil konversi. Dia 
mencermati kalimat demi 
kalimat yang terucap dari 
gurunya tanpa memeduli-
kan suhu udara hari itu yang 
mencapai angka 33 derajat 
Celcius.ANT


